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ABSTRAK   

 

Johan Wahyudi, 2025. Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan 

Aset Negara dalam Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan dampak 

ekonomi pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid Syariah 

dengan studi kasus di Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro. Aset 

negara sebagai sumber daya publik yang dimiliki oleh pemerintah, 

memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika 

dikelola dengan optimal. Salah satu skema pemanfaatan aset negara yang 

digunakan adalah sewa (ijarah) yang memungkinkan penggunaan aset 

tanpa menghilangkan kepemilikan negara sesuai dengan prinsip syariah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), 

yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode 

studi kasus yang didukung oleh analisis ekonomi serta tinjauan syariah. 

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi 

langsung, serta telaah dokumen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN), Kementerian Keuangan, dan literatur yang relevan. Analisis 

dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip Maqashid Syariah, yaitu 

Hifz al-Mal (menjaga harta), Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs 

(menjaga jiwa), Hifz al-Aql (menjaga akal), dan Hifz al-Nasl (menjaga 

keturunan). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset negara oleh 

Pondok Pesantren Darul Amal memberikan manfaat ekonomi yang cukup 

signifikan bagi negara, pesantren, dan masyarakat sekitar. Dari sisi negara, 

skema sewa aset negara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP) serta mengurangi biaya pemeliharaan aset idle. Bagi pesantren, 

pemanfaatan aset memungkinkan ekspansi fasilitas pendidikan dan 

dakwah dengan biaya yang lebih terjangkau. Sementara itu, bagi 

masyarakat sekitar, adanya pesantren berkontribusi terhadap peningkatan 

ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha 

mikro. 

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pemanfaatan aset negara 

melalui skema sewa sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. Hifz al-

Mal tercermin dalam optimalisasi aset yang sebelumnya tidak produktif, 

Hifz al-Din terlihat dalam dukungan terhadap pendidikan dan dakwah 

Islam, Hifz al-Nafs dan Hifz al-Aql tercermin dalam peningkatan 

kesejahteraan dan pendidikan Masyarakat, sementara Hifz Nasl tercermin 

dalam upaya membekali generasi penerus dengan spiritual dan ekonomi 
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yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam 

pengelolaan aset negara, termasuk efektivitas implementasi skema sewa. 

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan transparansi 

dalam pengelolaan aset negara, penyederhanaan prosedur sewa, serta 

penguatan kebijakan yang mendukung pemanfaatan aset bagi institusi 

pendidikan berbasis keagamaan. Dengan optimalisasi aset negara yang 

berbasis Maqashid Syariah, diharapkan tercipta model pengelolaan aset 

yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci :  Aset Negara, Maqashid Syariah, Sewa (Ijarah), Pondok 

Pesantren
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ABSTRACT 

 

Johan Wahyudi, 2025. Benefits and Economic Impacts of Utilizing 

State Assets in the Perspective of Maqoshid Syariah (Case Study at 

the Darul Amal Islamic Boarding School, Metro City) 

 

This study aims to analyze the benefits and economic impacts of 

utilizing state assets in the perspective of Maqashid Syariah with a case 

study at the Darul Amal Islamic Boarding School in Metro City. State 

assets as public resources owned by the government have great potential 

in improving community welfare if managed optimally. One of the state 

asset utilization schemes used is the ijarah contract which allows the 

utilization of assets without eliminating state ownership in accordance 

with sharia principles. 

This study uses a mixed methods approach, which is a combination 

of qualitative and quantitative approaches with a case study method 

supported by economic analysis and sharia studies. Data collection was 

carried out through interviews with related parties, direct observation, and 

document review from the Directorate General of State Assets (DJKN) of 

the Ministry of Finance, as well as related literature. The analysis was 

carried out by considering the principles of Maqashid Syariah, namely 

Hifz al-Mal (protecting wealth), Hifz al-Din (protecting religion), Hifz al-

Nafs (protecting the soul), Hifz al-Aql (protecting reason), and Hifz al-Nasl 

(protecting descendants). 

The results of the study indicate that the utilization of state assets by 

the Darul Amal Islamic Boarding School provides significant economic 

benefits for the state, the Islamic boarding school, and the surrounding 

community. From the state's perspective, the state asset rental scheme 

increases non-tax state revenue (PNBP) and reduces the maintenance costs 

of idle assets. For the Islamic boarding school, the utilization of assets 

allows for the expansion of educational and da'wah facilities at a more 

affordable cost. Meanwhile, for the surrounding community, the existence 

of the Islamic boarding school contributes to improving the local economy 

through job creation and strengthening micro-enterprises. 

In the perspective of Maqashid Syariah, the utilization of state assets 

through a rental scheme is in line with the principle of public welfare. Hifz 

al-Mal is reflected in the optimization of previously unproductive assets, 

Hifz al-Din is seen in support for Islamic education and preaching, Hifz al-

Nafs and Hifz al-Aql are reflected in improving the welfare and education 

of the community, while Hifz Nasl is reflected in efforts to equip the next 

generation with sustainable spiritual and economic. This study also 
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identifies challenges in the management of state assets, including the 

effectiveness of the implementation of the rental scheme. 

Recommendations from this study include increasing transparency 

in the management of state assets, simplifying rental procedures, and 

strengthening policies that support the use of assets for religious-based 

educational institutions. By optimizing state assets based on Maqashid 

Syariah, it is hoped that a more inclusive and sustainable asset 

management model will be created. 

 

Keywords:  State Assets, Maqashid Syariah, Rent (Ijarah), Islamic 

Boarding Schools 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia lainnya” 

(HR. Al-Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syihaab No. 129, Ath-

Thabaraaniy dalam Al-Ausath No. 5787). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aset negara merupakan komponen penting dalam 

pembangunan nasional yang berfungsi untuk penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pelayanan publik
1
. Aset ini mencakup berbagai 

bentuk, seperti tanah, bangunan, infrastruktur, hingga sumber daya 

alam. Pengelolaan aset yang efisien dan efektif menjadi faktor kunci 

dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional
2

. Menteri 

Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai 

kesempatan menegaskan pentingnya optimalisasi aset negara. Ia 

menyatakan bahwa aset tidak boleh hanya tercatat dalam neraca tanpa 

dimanfaatkan. Menurutnya, perbedaan utama antara negara maju dan 

negara berkembang seperti Indonesia terletak pada pemanfaatan asset, 

dimana di negara maju, aset bekerja maksimal meskipun 

masyarakatnya bekerja biasa saja, sementara di Indonesia, masyarakat 

bekerja keras tetapi asetnya justru tidak dimanfaatkan secara optimal
3
. 

Menurut data dari Kementerian Keuangan, nilai Aset Negara 

atau Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dalam Laporan 

                            
1
 Mulfiana Muhtar, “Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial (AMDES) : 

Sebuah Alternatif Dalam Optimalisasi Aset Negara,” DJKN, Kementerian Keuangan, 

Oktober 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-

artikel/16539/Analisis-Manfaat-dan-Dampak-Ekonomi-Sosial-AMDES-Sebuah-

Alternatif-Dalam-Optimalisasi-Aset-Negara.html. 
2

 Benny Eko Supriyanto, “Pengelolaan Aset Negara yang Inovatif,” Ditjen 

Perbendaharaan, Kemenkeu RI, August 1, 2024, 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3676-pengelolaan-aset-

negara-yang-inovatif.html. 
3
 Esti Retnowati, “Aset Negara Produktif, Dukung Masyarakat Tumbuh Dan 

Berkembang,” DJKN, Kementerian Keuangan, November 2021, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/26235/Aset-Negara-Produktif-Dukung-

Masyarakat-Tumbuh-dan-Berkembang.html. 
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Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 mencapai Rp6.585 

triliun. Jumlah ini mewakili sekitar 59,3% dari total aset pemerintah 

yang sebesar Rp11.098 triliun
4
. Jika penggunaan dan pemanfaatan 

aset pemerintah dilakukan secara optimal oleh seluruh satuan kerja 

baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka aset negara akan 

memberikan kontribusi maksimal untuk pelayanan publik, dunia 

usaha/perekonomian, penerimaan negara, terciptanya efisiensi 

anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan, serta aset terpelihara 

dengan baik
5
. Selain memberi manfaat untuk negara, aset tersebut 

juga harus mampu mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia
6
.  

Namun dalam faktanya, tidak sedikit aset negara yang 

dikategorikan sebagai aset menganggur (idle), sementara sebagian 

lainnya terindikasi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk 

layanan publik (underused) dan belum dimanfaatkan sesuai dengan 

potensi terbaiknya (underutilized). Ketidakefisienan dalam 

pemanfaatan aset-aset tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian, 

seperti pemborosan biaya perawatan, meningkatnya risiko kerusakan, 

serta potensi dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang
7
. Selain 

kerugian nyata, pemanfaatan aset yang belum optimal juga 

mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara serta 

                            
4
 Esti Retnowati, “DJKN Bukukan PNBP Rp801,57 Miliar Dari Pengelolaan Aset 

Di 2021,” DJKN, Kementerian Keuangan, November 2021, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/26416/DJKN-Bukukan-PNBP-Rp80157-

Miliar-dari-Pengelolaan-Aset-di-2021.html. 
5
 Edwar UP Nainggolan, “Optimalkan Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat,” 

DJKN, Kemenkeu, September 2021, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14236/Optimalkan-Aset-Negara-untuk-

Rakyat.html. 
6
 Yohana Tasya Sinambela, “Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat,” DJKN, 

Kementerian Keuangan, Agustus 2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-

kalbar/baca-artikel/14170/Aset-Negara-Untuk-Kesejahteraan-Rakyat.html. 
7
 Nainggolan, “Optimalkan Aset Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat.” 
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mengurangi peran aset sebagai sarana pendukung dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing kawasan 

perkotaan.
8
 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai unit 

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, memiliki peranan 

penting dalam pengelolaan aset negara. Dalam menjalankan perannya 

sebagai pengelola aset negara, DJKN telah bertransformasi dari asset 

administrator menjadi asset manajer. Melalui transformasi peran 

tersebut diharapkan aset negara tidak hanya dikelola secara tertib baik 

dari sisi fisik, administratif, dan hukum, akan tetapi dapat digunakan 

dan dimanfaatkan secara tepat guna dan optimal
9
. 

Aset negara yang masuk dalam pengelolaan DJKN 

diantaranya adalah aset yang berasal dari kekayaan eks Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.06/2020 tentang 

Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh 

Menteri Keuangan
10

.  

  

                            
8
 Muhtar, “Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial (AMDES) : Sebuah 

Alternatif Dalam Optimalisasi Aset Negara.” 
9

 Pramar Susiyanto, “Tingkatkan Peran DJKN Sebagai Distinguished Asset 

Manager Menuju Tata Kelola BMN Yang Tertib, Efisien, Efektif, Dan Optimal.,” DJKN, 

Kementerian Keuangan, January 2022, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-

makassar/baca-artikel/14666/Tingkatkan-Peran-DJKN-sebagai-Distinguished-Asset-

Manager-Menuju-Tata-Kelola-BMN-yang-tertib-efisien-efektif-dan-optimal.html. 
10

 “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan 

Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Kementerian Keuangan,” n.d., 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/355/Peraturan-Menteri-Keuangan-

Nomor-154PMK062020.html. 
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Gambar 1.1 

Data Aset Eks BPPN dalam Pengelolaan DJKN/KPKNL Metro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro 
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Salah satu contoh nyata dari pengelolaan aset negara yang 

dilakukan oleh DJKN adalah aset berupa tanah yang terletak di Jalan 

Pesantren, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, 

Provinsi Lampung. Aset ini merupakan salah satu aset eks BPPN 

yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. 

Tanah seluas 8.540 m² ini pada awalnya berada dalam kondisi idle 

(terbengkalai) yang  ditumbuhi semak belukar dan berbagai tanaman 

liar. Keberadaan lahan yang tidak terawat ini menjadi masalah 

tersendiri, karena di sisi lain masyarakat sekitar secara sepihak telah 

memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai keperluan, seperti kolam 

ikan, kandang ayam, kebun dan tempat pembuangan sampah. Hal ini 

menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengelola aset 

tersebut secara lebih baik agar dapat memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi masyarakat.  

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang muncul akibat 

kondisi aset yang idle tersebut, DJKN melalui Kantor Wilayah DJKN 

Lampung dan Bengkulu telah mengambil langkah strategis dengan 

menyewakan aset tersebut kepada Pondok Pesantren Darul A’mal 

Kota Metro. Kerja sama selama 10 tahun ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan dampak ekonomi baik bagi pemerintah 

maupun masyarakat sekitar, sekaligus mendukung visi DJKN dalam 

mengelola aset negara secara efisien dan efektif. 

Namun, dalam praktiknya muncul ketidaksesuaian antara 

harapan normatif (das sollen) sebagaimana tercermin dalam teori 

pengelolaan aset dan prinsip maqashid syariah dengan kenyataan di 

lapangan (das sein). Menurut konsep maqashid syariah, pemanfaatan 

aset negara seharusnya mampu menghadirkan kemaslahatan baik 

dalam bentuk kontribusi ekonomi untuk negara maupun peningkatan 
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kesejahteraan lembaga penerima, seperti pondok pesantren. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa skema sewa ini belum sepenuhnya 

memberikan hasil yang optimal. Kontribusi terhadap kas negara 

masih rendah, baik dari sisi pajak maupun PNBP, dan dampaknya 

terhadap ekonomi internal Pondok Pesantren Darul Amal pun belum 

signifikan. Laporan penerimaan negara dari pemanfaatan asset dalam 

tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang stagnan. Sementara itu, 

pendapatan pesantren dari usaha berbasis aset seperti pertanian dan 

peternakan belum mampu menutupi biaya operasional karena 

minimnya perencanaan bisnis jangka panjang. 

Situasi ini menunjukkan belum terwujudnya prinsip maqashid 

syariah, khususnya aspek hifzh al-maal (perlindungan terhadap harta) 

dan hifzh an-nafs (penjaminan kesejahteraan). Kesenjangan antara 

ideal dan praktik inilah yang menjadi alasan penting untuk meneliti 

lebih dalam penyebabnya, serta mengevaluasi apakah langkah-

langkah yang telah dilakukan sudah sejalan dengan tujuan syariah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

dan kualitatif, dengan studi kasus pada Pondok Pesantren Darul Amal 

di Kota Metro. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman 

yang menyeluruh tentang ketimpangan antara regulasi dan praktik 

etika syariah dalam pemanfaatan aset negara, khususnya melalui 

skema sewa (ijarah). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penerima 

manfaat, agar pengelolaan aset di masa depan lebih sinergis dan 

berdampak nyata secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Selain itu, 

dengan menganalisis aspek maqashid syariah dalam praktik 

pemanfaatan aset negara, penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana nilai-nilai keislaman telah diinternalisasi dalam sistem 
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pengelolaan aset publik. Penekanan pada prinsip hifzh al-maal, hifzh 

an-nafs, dan hifzh al-aql menjadi indikator penting dalam menilai 

keberhasilan pemanfaatan aset dari kacamata syariah. Oleh karena itu, 

kontribusi dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat 

akademik, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam konteks pengelolaan 

aset negara berbasis syariah. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan aset negara 

tidak hanya dinilai dari manfaat ekonomi tetapi juga dari 

kemaslahatan sosial dan moral yang dihasilkan
11

. Konsep ini sejalan 

dengan Maqashid Syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek 

utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (hifdzuddin), 

menjaga jiwa (hifdzunnafs), menjaga akal (hifdzul'aql), menjaga 

keturunan (hifdzunnasl), dan menjaga harta (hifdzulmaal)
12

. Al-

Syathiby dalam kitabnya Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‟ah 

menegaskan bahwa syariah bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
13

. Dalam Al-Qur'an Surah 

An Nisa/4 : 5 , Allah berfirman :  

سُوْهُمْ وَقُ 
ْ
ارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاك مْ قِيٰمًا وَّ

ُ
ك
َ
ُ ل  اللّٰه

َ
تِيْ جَعَل

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
فَهَاءَۤ ا ا ثُؤْثُوا السُّ

َ
هُمْ وَل

َ
وْا ل

ُ
وْل

عْرُوْفًا ﴾ ) النساءۤ/ ا مَّ
ً
 (5: 4قَوْل

"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu 

yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka 

                            
11

 Ridwan Nurdin and Muslina Muslina, “Konsep Dan Teori Manajemen Aset 

Dalam Islam,” Media Syari‟ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 19, 

no. 2 (October 2017): 2, https://doi.org/10.22373/jms.v19i2.2026. 
12

 Musolli, “Maqasid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu 

Kontemporer,” At Turas, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Volume V, no. 

No.1 (June 2012). 
13

 Al-Syathiby, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‟ah (Dar Ibn Affan, n.d.), Jilid 2 

hal. 2. 
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belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa: 5). 

Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan harta 

dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, DJKN 

berupaya untuk tidak hanya mengelola aset negara, tetapi juga 

memastikan bahwa aset tersebut dapat memberikan manfaat yang luas 

bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur’an Surah Al 

Baqarah/2:261: 

 ِ
 
ل
ُ
 فِيْ ك

َ
ْۢبَجَتْ سَبْعَ سَنَابِل نْ

َ
ةٍ ا مَثَلِ خَبَّ

َ
ِ ك هُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

َ
مْوَال

َ
ذِينَْ يُنْفِقُوْنَ ا

َّ
 ال

ُ
ائَةُ سُنْْۢ  ﴿ مَثَل ةٍ م ِ

َ
بُل

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ) البقرة/ ُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُۤۗ وَاللّٰه ةٍۗ  وَاللّٰه  (261: 2خَبَّ
 "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261) 

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh DJKN dalam 

mengelola aset eks BPPN di Kota Metro tidak hanya sekadar upaya 

administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab 

sosial yang lebih besar. Melalui kolaborasi dengan Pondok Pesantren 

Darul A’mal, diharapkan aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan yang bermanfaat, seperti pendidikan dan pemberdayaan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW 

yang menyatakan :  
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yang artinya "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat 

bagi manusia lainnya."
1415

.  

Pemanfaatanan aset negara melalui skema sewa (ijarah) oleh 

pesantren memiliki potensi untuk memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam 

mewujudkan tujuan maqashid syariah dan mendorong terciptanya 

kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini 

memiliki signifikansi strategis sebagai langkah untuk menjembatani 

kesenjangan antara praktik pemanfaatan aset di lapangan dan prinsip-

prinsip ideal syariah, sekaligus mendorong reformulasi kebijakan 

yang lebih adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam 

pengelolaan kekayaan negara. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 

1. Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren masih belum 

memberikan manfaat ekonomi yang optimal, baik dalam bentuk 

kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

maupun peningkatan pendapatan internal lembaga. 

2. Dampak sosial dan pemberdayaan dari pemanfaatan aset belum 

maksimal, terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat sekitar 

serta minimnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 

kesejahteraan lokal.  

3. Kurangnya perencanaan usaha yang strategis dan berorientasi 

jangka panjang dalam pemanfaatan aset untuk kegiatan ekonomi 

                            
14

 HR. Ath Thabaraniy, Al Ausath No.5787 (n.d.). 
15

 HR. Al Qadlaa’iy, Musnad Asy Syihaab No.29 (n.d.). 
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produktif, sehingga belum mampu menopang kebutuhan 

operasional pesantren secara mandiri dan berkelanjutan. 

4. Adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan 

ketentuan pengelolaan BMN, di mana pengelolaan aset 

seharusnya mengarah pada optimalisasi ekonomi, efisiensi 

anggaran, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. 

5. Integrasi prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan aset masih 

terbatas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi, sehingga nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama 

syariah belum sepenuhnya tercapai. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang 

telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab 

dalam studi ini adalah : 

1. Bagaimanakah bentuk manfaat dan dampak ekonomi yang 

ditimbulkan dari pemanfaatan aset eks BPPN melalui skema sewa 

(ijarah) oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro? 

2. Bagaimanakah tingkat kesesuaian praktik pemanfaatan aset 

negara melalui skema sewa tersebut dengan prinsip-prinsip 

Maqashid Syariah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka 

tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi manfaat serta dampak 

ekonomi dari pemanfaatan aset eks BPPN oleh Pondok Pesantren 

Darul Amal Kota Metro melalui skema sewa (ijarah), khususnya 
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terhadap kontribusi penerimaan negara, peningkatan kemandirian 

ekonomi pesantren, serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. 

2. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara praktik 

pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal 

dengan prinsip-prinsip dasar Maqashid Syariah dalam konteks 

pengelolaan aset publik berbasis syariah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Institusi DJKN, hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran teknis mengenai dampak dan manfaat ekonomi maupun 

sosial dari pemanfaatan aset melalui skema sewa, yang selanjutnya 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan aset negara 

lainnya. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait 

kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.  

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan dan informasi yang dapat mendorong 

partisipasi aktif dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset negara 

secara optimal. 

 

F.  Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan sebagai berikut : 
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Tabel 1.1. Penelitian Relevan 

No 

Nama Peneliti -

Judul 

Penelitian - 

Publikasi 

Metode 

Penelitian 

Teori 

Penelitian 

Variable 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian  

Perbedaan 

Penelitian 

1. Jundi Widiantoro, 

dkk- “Analisis 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial Tahun 

2023  

Terhadap 

Pembangunan 

Rumah Susun 

Negara milik  

Kementerian 

Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Rakyat (PUPR)  

di Kota 

Banjarbaru 

Provinsi 

Kalimantan 

Selatan” - Jurnal 

Mirai 

Managemen, Vol 

8 No.2 (2023), 

hal 235-24516 

 

Metode 

Deskriptif 

Kuantitatif, 

Metode Input 

Output, dan 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Ketentuan 

Kementerian 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat terkait 

Rumah Susun, 

Keputusan 

Direktur 

Jenderal 

Kekayaan Negra 

Nomor 

438/KN/2020 

Tentang 

Pedoman 

Analisis 

Manfaat dan 

Dampak 

Ekonomi Sosial 

Variable yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi :  

1. Pemba-

ngunan Rumah 

Susun,  

2. Manfaat 

Ekonomi,  

3. Dampak 

Ekonomi,  

4. Dampak  

Sosial  

 

Pembangunan 

rusun  

memberikan 

manfaat positif 

dengan 

peningkatan 

perekonomian  

daerah sekitar 

serta dapat 

menjadi contoh 

penghematan 

lahan atas 

pembangunan 

perumahan 

yang layak 

huni. Serta 

memberikan 

dampak yang 

terarah guna  

kesejahteraan 

ASN, 

kemakmuran 

masyarakat 

sekitar dan 

menjadi icon 

pembangunan 

di Kota  

Banjarbaru 

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial,  

2. Metode Penelitian 

menggunakan 

Metode Deskriptif 

Kuantitatif, 

Metode I-O, dan 

Metode Deskriptif 

Kualitatif,  

3. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

1. Subjek Penelitian 

berupa 

Pembangunan 

Rumah Susun 

Negara, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara dalam 

bentuk Sewa 

2. Penerapan prinsip 

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

analisis  

2 M. As’ad 

Firdaus- “Analisis 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Penelitian ini 

menggunakan 

tiga metode 

analisis, yaitu 

Teori 

Pengembangan 

Wilayah, Teori 

Kutub 

Variable yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi :  

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa 

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial,  

1. Subjek Penelitian 

berupa 

Pemanfatan BMN 

melalui 

                            
16

 Jundi Widiantoro et al., Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial Tahun 

2023 Terhadap Pembangunan Rumah Susun Negara milik Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan 

Selatan, 2023. 
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Sosial Atas 

Pemanfaatan 

Barang Milik 

Negara melalui 

Mekanisme Kerja 

Sama 

Pemanfaatan 

dalam Rangka 

Penyediaan 

Infrastruktur pada 

Terminal 

Multipurpose 

Wae Kelambu 

Nusa Tenggara 

Timur” - Jurnal 

Manajemen Aset 

dan Penilaian, 

Vo. 2 No.1, hal. 

16-24 Tahun 

202217 

deskriptif 

kualitatif, 

input-output, 

dan deskriptif 

kuantitatif, 

untuk 

mengkaji 

manfaat serta 

dampak sosial 

dan ekonomi 

dari 

pemanfaatan 

BMN melalui 

skema Kerja 

Sama 

Pemanfaatan 

(KSP) 

Pertumbuhan 

(Growth Pole), 

Pemanfaatan 

Barang Milik 

Negara,  

1. Analisis 

Manfaat 

Ekonomi,  

2. Analisis 

Dampak 

Ekonomi,  

3. Analisis 

Manfaan dan 

Dampak Sosial 

   

pemanfaatan 

BMN melalui 

mekanisme 

KSP 

memberikan 

manfaat sosial 

yang besar bagi 

masyarakat. 

Beberapa 

manfaat 

tersebut antara 

lain distribusi 

logistik yang 

lebih lancar, 

peningkatan 

sektor 

pariwisata, 

harga logistik 

yang lebih 

stabil, serta 

bertambahnya 

lapangan 

pekerjaan dan 

membantu 

mengurangi 

pengangguran. 

2. Metode Penelitian 

menggunakan 

Metode Deskriptif 

Kuantitatif, 

Metode I-O, dan 

Metode Deskriptif 

Kualitatif,  

3. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

mekanisme KSP, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara dalam 

bentuk Sewa 

2. Penerapan prinsip 

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

analisis  

3. Petrus Tegus 

Subagyo – 

“Analisis Manfaat 

dan Dampak 

Ekonomi atas 

Kerjasama 

Pemanfaatan 

(KSP) Pulau 

Liwungan 

(Barang Milik 

Daerah pada 

Metode 

Deskriptif 

Kuantitatif, 

Metode Input 

Output, dan 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kerja Sama 

Pemanfaatan 

Barang Milik 

Daerah (BMD) 

Menurut 

Peraturan 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 

Tahun 2024 

Variable yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi :  

1. Analisis 

Manfaat 

Ekonomi,  

2. Analisis 

Dampak 

Ekonomi,  

3. Analisis 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

Pemanfaatan 

BMD dengan 

mekanisme 

KSP ini 

memberikan 

dampak dan 

manfaat sosial 

yang sangat 

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial,  

2. Metode Penelitian 

menggunakan 

Metode Deskriptif 

Kuantitatif, 

Metode I-O, dan 

Metode Deskriptif 

Kualitatif,  

1. Subjek Penelitian 

berupa 

Pemanfatan BMN 

melalui 

mekanisme KSP, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara dalam 

bentuk Sewa 

2. Penerapan prinsip 

                            
17

 As’ad Firdaus, “Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial Atas 

Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Dalam 

Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Terminal Multipurpose Wae Kelambu Nusa 

Tenggara Timur,” Jurnal Manajemen Aset Dan Penilaian 2, no. 1 (2022): 470398. 
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Pemenerintah 

Kabupaten 

Pandeglang) – 

Jurnal Ilmu 

Sosial, 

Manajemen, dan 

Akuntansi 

(JISMA) 

Vol.3 No.4 Juni 

2024, hal. 1399-

140618 

 

Manfaan dan 

Dampak Sosial 

 

besar terhadap 

masyarakat. 

 

3. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

analisis  

 

4. Rr. Lulus Prapti 

NSS, dkk - 

“Analisis 

Dampak 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Jalan Terhadap 

Pertumbuhan 

Usaha Ekonomi 

Rakyat Di Kota 

Semarang” - 

Jurnal Dinamika 

Sosil Budaya, 

Vol.7, Issue 1, 

hal. 82-10319  

Analisis data 

menggunakan 

Regresi Linier 

Berganda, 

dimana Data 

tersebut 

kemudian 

diproses dan 

diolah 

menggunakan 

program SPSS 

versi 22.0 

 

Landasan Teori 

dalam penelitian 

ini mencakup 

Pengertian 

Infrastruktur, 

Manfaat 

Transportasi, 

Pengaruh 

Infrastruktur 

Jalan terhadap 

Manfaat 

Ekonomi, 

Manfaat Sosial, 

dan Biaya Sosial 

Variable yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi :  

Infrastruktur 

Jalan (X1), 

Manfaat 

Ekonomi (Y1), 

Manfaat Sosial 

(Y2), dan Biaya 

Sosial (Y3). 

Hasil Penelitian 

menunjukan : 

Terdapat 

Pengaruh 

Positif dan 

Signifikan dari 

Variabel 

Infrastruktur 

Jalan (X), 

terhadap 

Manfaat 

Ekonomi (Y1), 

Manfaat Sosial 

(Y2), dan Biaya 

Sosial (Y3). 

  

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial,  

2. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

1. Subjek Penelitian 

berupa 

Pembangunan 

infrastruktur jalan, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara dalam 

bentuk Sewa 

2. Penerapan prinsip 

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

analisis  

3. Metode penelitian 

yang digunakan 

 

                            
18

 Petrus Teguh Subagyo, “Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Atas Kerja 

Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Liwungan: Barang Milik Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Pandeglang,” JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi 3, no. 4 

(October 2024): 4. 
19

 Rr Lulus Prapti Nss, Edy Suryawardana, and Dian Triyani, “Analisis Dampak 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di 

Kota Semarang,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 17, no. 1 (June 2015): 1, 

https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505. 
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5. Fery Wijayanto – 

“Dampak Sosial 

Ekonomi 

Program 

Pengembangan 

Pariwisata 

Tangga Seribu: 

Studi di Desa 

Cibiru Wetan, 

Kecamatan 

Cileunyi, 

Kabupaten 

Bandung” -  

Eastasouth 

journal of 

Effective 

Community 

Services Vol. 2, 

No. 02, 

Desember, 2023, 

hal. 106-11720 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dan 

metode 

deskriptif 

untuk 

mendeskripsik

an dan 

menganalisis 

sebuah 

fenomena 

sosial. 

Landasan Teori : 

Pengertian 

Pajak, Teori-

teori yang 

berkaitan 

dengan Nilai 

Tanah, Teori 

Permintaan 

Tanah 

Variabel-

variabel yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi: 

Program 

Pariwisata 

Tangga Seribu, 

Kesempatan 

Kerja, 

Penghasilan 

Masyarakat, 

Kapasitas 

Masyarakat, dan 

Pola pikir 

masyarakat, 

Kesenjangan, 

Distribusi 

Keuntungan, 

dan Polusi suara 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa program 

pariwisata 

Tangga Seribu 

memberikan 

dampak sosial 

ekonomi baik 

yang bersifat 

positif seperti: 

(1) 

meningkatkan 

kesempatan 

kerja; (2) 

meningkatkan 

penghasilan; (3) 

mendorong 

pembangunan 

infrastruktur; 

(4) 

meningkatkan 

kapasitas; dan 

(5) 

mengembangka

n pola pikir 

masyarakat, 

serta dampak 

negatifnya: (1) 

menimbulkan 

kesenjangan; 

(2) distribusi 

keuntungan 

tidak merata; 

dan (3) polusi 

suara. 

 

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial, 

2. Metode penelitian 

yang digunakan 

3. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

1. Subjek Penelitian 

berupa 

Pengembangan 

Pariwisata, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara dalam 

bentuk Sewa 

2. Penerapan prinsip 

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

analisis  

                            
20

 Fery Wijayanto and Etic Susilawati, “Dampak Sosial Ekonomi Program 

Pengembangan Pariwisata Tangga Seribu: Studi di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan 

Cileunyi, Kabupaten Bandung,” Eastasouth Journal of Effective Community Services 2, 

no. 02 (December 2023): 02, https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i02.179. 
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6. Annisa Fitri 

Nurkholidah dan 

Poerwanti Hadi 

Pratiwi S.Pd, 

M.Si – “Dampak 

Sosial Ekonomi 

Pembangunan 

Bandara 

Internasional 

Yogyakarta Bagi 

Masyarakat 

Purworejo” - E-

Societas: Jurnal 

Pendidikan 

Sosiologi, Vol. 9, 

Issue 5, 202021 

Jenis 

penelitian 

yang 

dilakukan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

Landasan Teori : 

1. Konsepsi 

Pembangunan, 

Indikator 

Penentu Sosial 

Ekonomi, 

Indikator 

Keberhasilan 

Pembangunan, 

Pembangunan 

Daerah, Dampak 

Pembangunan 

terhadap Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat 

Variable yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi :  

Pembangunan 

Bandara 

Internasional 

Yogyakarta, 

Dampak Sosial 

Ekonomi 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pembangunan 

Bandara 

Internasional 

Yogyakarta 

berdampak 

positif dalam 

aspek sosial 

yaitu 

peningkatan 

pola pikir 

masyarakat 

terhadap 

pendidikan 

seperti 

perubahan pola 

pikir 

masyarakat 

terhadap 

pendidikan 

anak dan 

meningkatnya 

kualitas SDM 

masyarakat 

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial, 

2. Metode penelitian 

yang digunakan 

3. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

1. Subjek Penelitian 

berupa 

Pembangunan 

Bandara, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara dalam 

bentuk Sewa 

2. Penerapan prinsip 

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

analisis  

7. Sri Ambar Budi, 

dkk – “Dampak 

Sosial Ekonomi 

Pengembangan 

Kawasan 

Destinasi 

Agrowisata Petik 

Jeruk (Studi 

Kasus di Desa 

Selorejo 

Kecamatan Dau 

Jenis 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

penulis yaitu, 

jenis 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

menggunakan 

teknik 

Landasan Teori : 

1. Konsepsi 

Pembangunan, 

Indikator 

Penentu Sosial 

Ekonomi, 

Indikator 

Keberhasilan 

Pembangunan, 

Pembangunan 

Daerah, Dampak 

Variable yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi :  

Pengembangan 

destinasi 

kawasan 

agrowisata petik 

jeruk, Dampak 

Sosial Ekonomi 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengembangan 

destinasi 

kawasan 

agrowisata 

petik jeruk 

memberikan 

dampak positif 

terhadap 

1. Membahas 

Manfaat dan 

Dampak Ekonomi 

Sosial, 

2. Metode penelitian 

yang digunakan 

3. Fokus pada 

kebijakan 

pemerintah 

 

  

1. Subjek Penelitian 

Pengembangan 

Pariwisata, 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

Pemanfaatan Aset 

Negara  

2. Penerapan prinsip 

Maqashid Syariah 

sebagai 

pendekatan 

                            
21

 Annisa Fitri Nurkholidah and Poerwanti Hadi Pratiwi, “Dampak Sosial 

Ekonomi Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Bagi Masyarakat Purworejo,” 

E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi 9, no. 5 (2020): 5, https://doi.org/10.21831/e-

societas.v9i5.17133. 
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Kabupaten 

Malang)” - Jurnal 

Respon Publik, 

Vol. 14, No 5, 

2020, hal. 48-5422 

pendekatan 

kualitatif. 

Pembangunan 

terhadap Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat 

 

perekonomian 

masyarakat 

sekitar 

 

analisis 

 

Dari hasil penelitian relevan sebelumnya sebagaimana telah 

dipaparkan di atas, peneliti menemukan bahwa analisis manfaat dan 

dampak ekonomi untuk pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa 

(ijarah) belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Demikian 

pula, pondok pesantren sebagai mitra kerjasama pemanfaatan cukup 

menarik untuk menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya 

belum menyentuh prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan aset 

negara. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi nyata terhadap optimalisasi pengelolaan aset negara dalam 

kerangka syariah. 

 

 

 

 

                            
22

 Sri Ambar Budi, Slamet Muchsin, and Retno Wulan Sekarsari, “Dampak Sosial 

Ekonomi Pengembangan Kawasan Destinasi Agrowisata Petik Jeruk (Studi Kasus di 

Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang),” Respon Publik 14, no. 5 (August 

2020): 5. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Dasar Pemanfaatan Aset Negara 

Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang 

dapat dimiliki oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki 

pemerintah yang dapat dinilai secara finansial 23 . Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset didefinisikan sebagai "sesuatu 

yang mempunyai nilai tukar, modal, dan kekayaan"24. Pengertian ini 

menunjukkan bahwa aset tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, 

tetapi juga mencakup nilai-nilai yang dapat diukur dalam satuan uang. 

Sementara itu, Australian Bureau of Statistics mendefinisikan aset 

sebagai suatu instrumen atau entitas yang kepemilikannya dapat 

ditegakkan secara hukum dan dari mana manfaat ekonomi bisa 

diperoleh, baik melalui kepemilikan maupun penggunaannya dalam 

jangka waktu tertentu.25.  

Dalam konteks negara, aset negara adalah sumber daya 

ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai hasil 

dari kejadian di masa lalu, dan dari sumber daya tersebut diharapkan 

muncul manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, baik bagi 

pemerintah maupun masyarakat. Aset ini juga mencakup sumber 

daya non keuangan yang digunakan untuk pelayanan publik serta 

                            
23

 Sri Wahyuni and Rifqi Khoirudin, Pengantar Manajemen Aset (Makasar: Nas 

Media Pustaka, 2020). 
24

 “Arti Kata Aset - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed 

December 24, 2024, https://kbbi.web.id/aset. 
25

 Australian Bureau of Statistics, “Part B-Definition of Assets, Australian System 

of Government Finance Statistics : Concepts, Sources and Methods,” December 23, 2015, 

https://www.abs.gov.au/statistics/detailed-methodology-information/concepts-sources-

methods/australian-system-government-finance-statistics-concepts-sources-and-

methods/2015/8-balance-sheet/part-b-definition-assets. 
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sumber daya yang dijaga karena alasan sejarah dan budaya.26. Dari 

pengertian tersebut unsur-unsur aset negara adalah dikuasai dan/atau 

dimiliki, peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi.  

Aset Negara atau biasa disebut Barang Milik Negara, merujuk 

pada semua barang yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan 

untuk kepentingan publik. Aset negara merupakan komponen penting 

dalam pengelolaan keuangan publik yang berfungsi sebagai sumber 

daya untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan 27 . 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, aset negara mencakup semua barang yang 

diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

atau sumber sah lainnya. Aset negara atau yang biasa disebut sebagai 

Barang Milik Negara (BMN) tersebut meliputi tanah, Gedung dan 

bangunan, irigasi dan jaringan, jalan, persediaan, peralatan mesin, 

konstruksi dalam pengerjaan, asset tak berwujud dan asset tetap 

lainnya28. Aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu peran utama aset 

negara adalah sebagai sumber pendapatan negara. Melalui 

pengelolaan yang baik, aset negara dapat menghasilkan pendapatan 

yang signifikan bagi kas negara.  

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 

                            
26

 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntasi Pemerintah,” Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 17, n.d. 
27

 Muhamad Sidik, “Pengelolaan Aset Dan Kebijakan Fiskal,” DJKN, 

Kementerian Keuangan, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-

Fiskal.html. 
28

 “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,” Database Peraturan | JDIH 

BPK, accessed January 29, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-

tahun-2020. 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, 

terdapat 11 kegiatan yang termasuk dalam lingkup Pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN) 29 . Kegiatan-kegiatan tersebut akan 

terulang setiap tahun sehingga disebut sebagai Siklus Pengelolaan 

BMN seperti yang ditampilkan pada Gambar berikut : 

 

Gambar 2.1  

Siklus Pengelolaan BMN 

 

Sumber ; PP Nomor 27 Tahun 2014, diolah Penulis 

 

                            
29

 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” accessed December 9, 2023, 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/27TAHUN2014PP.HTM. 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 
Penganggaran 

Pengadaan 

Penggunaan 

Pemanfaatan 

Pengamanan dan 
Pemeliharaan 

Penilaian 

Pemindah-
tanganan 

Penghapusan 

Pentausahaan 

Pengawasan dan 
Pengendalian 
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Berdasarkan gambar tersebut, salah satu kegiatan penting 

dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berpotensi 

memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah 

pemanfaatan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020, pemanfaatan diartikan sebagai 

pendayagunaan BMN yang tidak sedang dipakai dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau sebagai upaya 

optimalisasi aset tanpa mengubah status kepemilik30. Prinsip utama 

dari pemanfaatan BMN adalah bahwa pelaksanaannya tidak boleh 

mengganggu tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selama BMN 

dimanfaatkan, status kepemilikannya tetap berada di tangan negara, 

dan pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan negara serta 

masyarakat umum. Segala biaya yang terkait, seperti pemeliharaan, 

keamanan, dan kegiatan teknis lainnya, menjadi tanggung jawab 

mitra pemanfaatan. Sementara itu, pendapatan yang dihasilkan dari 

aktivitas pemanfaatan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum 

Negara sebagai bagian dari penerimaan negara.  

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan BMN yang diatur 

dalam PMK 115/PMK.06/2020 mencakup Sewa, Pinjam Pakai, 

Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah 

Guna, Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur, Kerja Sama Terbatas 

Untuk Pembiayaan Infrastruktur31. Dari beberapa skema pemanfaatan 

asset negara sebagaimana tersebut, pemanfaatan dalam bentuk sewa 

merupakan jenis pemanfaatan yang paling sederhana dan paling 

                            
30

 “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan 

Barang Milik Negara,” JDIH Kementerian Keuangan, accessed January 29, 2025, 

https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/115-pmk-06-2020. 
31

 JDIH Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.” 



TESIS - JOHAN WAHYUDI | 22 

 

 

efektif untuk mengoptimalkan penggunaan asset negara dan 

meningkatkan penerimaan negara. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang 

Milik Negara, Sewa didefinisikan sebagai pemanfaatan BMN oleh 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan 

uang tunai. Sewa aset negara tidak hanya memberikan sumber 

pendapatan tambahan bagi negara, tetapi juga memastikan bahwa 

aset yang tidak digunakan secara langsung untuk pelayanan publik 

tetap dapat dimanfaatkan secara produktif. Sewa BMN dilakukan 

untuk memaksimalkan pemanfaatan aset yang tidak digunakan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. 

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa merupakan 

salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mengoptimalkan penggunaan aset-aset yang dimiliki negara
32

. Aset 

negara yang dimaksud bisa berupa tanah, bangunan, atau fasilitas 

lainnya yang tidak digunakan secara langsung oleh pemerintah tetapi 

memiliki potensi ekonomi yang tinggi jika dimanfaatkan oleh pihak 

lain. Pemanfaatan Aset Negara dalam Bentuk Sewa dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Inventarisasi Aset 

Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi aset negara 

yang tersedia untuk disewakan. Inventarisasi ini mencakup 

identifikasi lokasi, kondisi, dan nilai ekonomi dari aset tersebut. 

  

                            
32

 Ellynda Kusuma Aggraeni, “Optimalisasi Aset Melalui Pemanfaatan BMN 

Idle,” DJKN, Kementerian Keuangan, June 2022, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-

Pemanfaatan-BMN-Idle.html. 
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b. Penilaian Aset 

Setelah inventarisasi, dilakukan penilaian terhadap aset untuk 

menentukan nilai sewa yang wajar. Penilaian ini biasanya 

dilakukan secara independent oleh Penilai Pemerintah atau 

Penilai Publik. 

c. Pengumuman dan Penawaran 

Aset yang akan disewakan diumumkan kepada publik melalui 

berbagai media. Penawaran sewa dapat dilakukan melalui lelang 

terbuka atau penunjukan langsung, tergantung pada kebijakan 

yang berlaku. 

d. Seleksi Penyewa 

Proses seleksi penyewa dilakukan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan, seperti kemampuan finansial, rencana 

penggunaan aset, dan komitmen terhadap pemeliharaan aset. 

e. Perjanjian Sewa 

Setelah penyewa terpilih, dibuat perjanjian sewa yang mengatur 

hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup 

jangka waktu sewa, nilai sewa, dan ketentuan lainnya yang 

relevan. 

Pemanfaatan aset negara melalui sewa memiliki beberapa 

keuntungan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan: 

1. Keuntungan Ekonomi 

Sewa BMN dapat memberikan sumber pendapatan 

tambahan bagi negara. Penelitian menunjukkan bahwa 

pengelolaan BMN yang baik dapat meningkatkan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan33. 

                            
33

 Feldha Shastiana Putri and Lilis Ardini, “Optimalisasi Pemanfaatan Sewa 

Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak,” Jurnal 
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Pendapatan dari sewa ini dapat dialokasikan untuk program-

program pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

2. Optimalisasi Penggunaan Aset 

Dengan menyewakan aset yang tidak terpakai, pemerintah 

dapat memastikan bahwa aset tersebut tetap produktif dan 

memberikan nilai tambah. Menurut Sri Mulyani Indrawati, 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Aset negara harus 

memiliki nilai penggunaan yang maksimal. Prinsip optimasi 

aset harus diterapkan dalam pengelolaan aset. Aset Negara 

atau barang milik negara (BMN) memang merupakan aset 

negara yang digunakan pemerintah, namun, ketika aset 

tersebut tidak digunakan oleh pemerintah, aset tersebut 

dapat digunakan untuk penggunaan lain, sehingga aset 

tersebut bekerja secara terus menerus dan berkelanjutan 

memperoleh nilai penggunaan yang lebih besar34. 

Proses sewa BMN melibatkan beberapa langkah penting 

diantaranya : 

1. Persetujuan Pengelola 

Sebelum sewa dilakukan, pihak yang ingin menyewa harus 

mendapatkan persetujuan dari pengelola BMN. 

2. Perjanjian Sewa 

Setelah mendapatkan persetujuan, perjanjian sewa harus 

ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mencakup 

                                                                   
Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) 9, no. 1 (September 2020): 1, 

http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2783. 
34

 Wheni, “State-Owned Property Management: Reflection of Nation‟s 

Civilization,” Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UGM, September 26, 2018, 

https://feb.ugm.ac.id/en/news/2461-state-owned-property-management-reflection-of-

nation-s-civilization. 
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syarat-syarat sewa, termasuk jangka waktu dan imbalan 

yang disepakati. 

3. Penyetoran Imbalan 

 Imbalan uang tunai yang diterima dari sewa harus 

disetorkan ke rekening umum kas negara dan diakui sebagai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Contoh pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa termasuk 

penyewaan gedung pemerintah untuk kegiatan acara atau 

penyewaan ruang untuk ATM di lokasi strategis. Dengan cara ini, 

pemerintah tidak hanya dapat memanfaatkan aset yang tidak 

terpakai tetapi juga meningkatkan pendapatan negara melalui 

imbalan sewa. 

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa juga mendukung 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan 

secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan 

bahwa penggunaan Barang Milik Negara (BMN) memberi 

manfaat bagi semua pihak. 

 

B. Manfaat Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara 

Manfaat ekonomi (economic benefits) merupakan aspek 

penting yang menggambarkan keuntungan yang diperoleh dari suatu 

kegiatan ekonomi atau investasi yang dapat diukur secara finansial35. 

Dalam teori ekonomi klasik, Adam Smith menekankan bahwa 

                            
35

 “Manfaat Investasi Bagi Negara Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pembangunan Berkelanjutan,” Satgas Inventasi Indonesia, November 19, 2024, 

https://satgasinvestasiindonesia.id/2024/11/manfaat-investasi-bagi-negara-dalam-

mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-pembangunan-berkelanjutan/. 
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efisiensi alokasi sumber daya merupakan inti dari penciptaan nilai 

tambah, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu 

negara 36 37 . Dalam pengelolaan aset negara, manfaat ekonomi 

mencakup keuntungan langsung yang dihasilkan dari optimalisasi 

penggunaan aset oleh pemerintah maupun masyarakat (Keputusan 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020)38. 

1. Peningkatan Pendapatan (Increased Revenue) 

Salah satu manfaat utama dari pemanfaatan aset negara adalah 

peningkatan pendapatan. Aset negara yang dioptimalkan melalui 

mekanisme seperti penyewaan, kerja sama dengan sektor swasta, 

atau pemanfaatan langsung dapat menjadi sumber pendapatan 

tambahan bagi negara 39 . Misalnya, aset berupa lahan yang 

disewakan kepada sektor swasta untuk proyek infrastruktur dapat 

menghasilkan pendapatan melalui biaya penggunaan, pajak, dan 

kontribusi dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan40. 

2. Penghematan Biaya (Cost Savings) 

Pengelolaan aset negara yang efisien membantu pemerintah 

menghemat biaya operasional 41 . Penggunaan teknologi digital 
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History Hit, 2022, https://www.historyhit.com/adam-smiths-wealth-of-nations-4-key-

economic-theories/. 
37

 Hla Myint, “The Classical View of the Economic Problem,” Economica 13, no. 

50 (1946): 119–30, https://doi.org/10.2307/2550079. 
38

 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Keputusan 

Direktur Jenderal Kekayaa Negara Nomor 438/KN/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial,” n.d. 
39

 Kang, S. C., Mulaphong, D., and Hwang, E., & Chang, C.-K., “Public-Private 

Partnerships in Developing Countries,” International Journal of Public Sector 

Management 32, no. 4 (2019): 334–52. 
40

 Rinda Trisdaningrum, Lilis Ardini, and Nur Handayani, “Pemberdayaan 

Barang Milik Negara : Optimalisasi Pencapaian Kinerja Berbasis Competitive 

Advantage,” Perspektif Akuntansi 7, no. 3 (February 2025): 284–97, 

https://doi.org/10.24246/persi.v7i3.p284-297. 
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dalam pengelolaan aset, seperti melalui sistem asset tracking 

berbasis teknologi, dapat mengurangi biaya administrasi dan 

pemeliharaan. Selain itu, aset yang sebelumnya tidak produktif 

dapat diubah menjadi aset yang bermanfaat, sehingga 

mengurangi pemborosan sumber daya yang ada42. 

3. Penciptaan Lapangan Kerja (Job Creation) 

Proyek pembangunan yang menggunakan aset negara sering kali 

menciptakan peluang kerja baru, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Misalnya, pembangunan kawasan ekonomi 

berbasis aset negara dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk 

berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga jasa. Penyerapan 

tenaga kerja ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan 

masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran. 

4. Penghematan Waktu Perjalanan 

Proyek infrastruktur yang memanfaatkan aset negara, seperti 

pembangunan jalan tol atau jalur kereta api, berkontribusi pada 

penghematan waktu perjalanan masyarakat43. Hal ini mendukung 

efisiensi ekonomi secara menyeluruh, mengurangi biaya 

transportasi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain 

itu, penghematan waktu perjalanan berkontribusi pada 

peningkatan kualitas hidup
44

. 
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Rp4,6 Triliun,” Warta Ekonomi, accessed March 15, 2025, 

https://wartaekonomi.co.id/read561010/studi-ui-lrt-jabodebek-mampu-kurangi-angka-

kecelakaan-dan-menghemat-rp46-triliun. 
44
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5. Pengurangan Emisi Karbon 

Pemanfaatan aset negara untuk proyek ramah lingkungan, seperti 

pembangunan fasilitas energi terbarukan, kawasan hijau, atau 

transportasi umum rendah emisi, dapat membantu mengurangi 

emisi karbon 45 . Hal ini mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goal (SDGs) yang menekankan pada 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian 

lingkungan46. 

Selain manfaat ekonomi, pemanfaatan aset negara juga 

menghasilkan manfaat sosial yang signifikan. Manfaat ini meliputi 

peningkatan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Keputusan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020). Sebagai 

contoh, pemanfaatan aset negara untuk mendirikan fasilitas 

kesehatan di daerah terpencil dapat meningkatkan akses masyarakat 

terhadap layanan kesehatan dasar, sehingga berkontribusi pada 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Manfaat ekonomi dan sosial dari pemanfaatan aset negara 

mencerminkan kontribusi penting dalam pembangunan berkelanjutan. 

Dengan pengelolaan yang inovatif dan akuntabel, aset negara dapat 

menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

                                                                   
896e476ab918/Infra_for_Inclusive_Eco_Dev_vol_1-

Lessons_Learnt_from_Indonesia.pdf. 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan 

pembangunan jangka panjang. 

 

C. Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara 

Dampak ekonomi (economic impact) adalah pengaruh yang 

dihasilkan oleh kegiatan ekonomi atau investasi terhadap dinamika 

ekonomi suatu wilayah. Dampak ini mencakup perubahan dalam 

indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

tingkat pengangguran 47 . Menurut teori ekonomi regional, dampak 

ekonomi dapat diukur melalui analisis input-output yang 

menghubungkan sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah untuk 

memahami bagaimana perubahan dalam satu sektor memengaruhi 

sektor lainnya. 

1. Analisis Dampak Ekonomi (Economic Impact Analysis - EIA) 

Economic Impact Analysis (EIA) adalah metode yang digunakan 

untuk mengevaluasi efek dari suatu peristiwa, kebijakan, atau 

proyek terhadap ekonomi di wilayah tertentu. EIA mengukur 

perubahan dalam pendapatan bisnis, keuntungan, upah pribadi, 

dan tingkat pekerjaan 48 . Analisis ini sering digunakan untuk 

menilai dampak dari proyek infrastruktur, kebijakan publik, atau 

investasi besar yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi lokal 

maupun global49. EIA biasanya melibatkan tiga komponen utama: 
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a. Efek Langsung yaitu perubahan yang terjadi secara langsung 

akibat kegiatan ekonomi, seperti pendapatan dari proyek 

infrastruktur. 

b. Efek Tidak Langsung yaitu dampak pada sektor-sektor lain 

yang terkait melalui rantai pasok. 

c. Efek Tertimbulkan yaitu dampak yang dihasilkan dari 

pengeluaran pendapatan oleh pekerja yang terlibat dalam 

proyek tersebut. 

2. Indikator Makroekonomi 

Pemanfaatan aset negara dapat memberikan dampak signifikan 

terhadap indikator makroekonomi50: 

a. Pertumbuhan Ekonomi : Optimalisasi aset negara, seperti 

lahan atau bangunan, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi 

melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. 

b. Inflasi : Pemanfaatan aset negara untuk proyek infrastruktur 

dapat membantu mengurangi biaya logistik, yang pada 

akhirnya menekan inflasi. 

c. Pengangguran : Proyek yang melibatkan aset negara sering 

kali menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung 

maupun tidak langsung, sehingga mengurangi tingkat 

pengangguran. 

3. Dampak Sosial 

Selain dampak ekonomi, kebijakan pemerintah dalam 

pemanfaatan aset negara juga menghasilkan dampak sosial yang 

                            
50
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signifikan 51 . Menurut Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Nomor KEP-438/KN/202052, dampak sosial mencakup: 

a. Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan: Pemanfaatan aset 

negara untuk proyek sosial, seperti pembangunan fasilitas 

kesehatan atau pendidikan, dapat meningkatkan akses 

masyarakat terhadap layanan dasar. 

b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Proyek 

yang mendukung pendidikan dan kesehatan berkontribusi 

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

c. Pengurangan Pengangguran: Dengan menciptakan lapangan 

kerja baru, kebijakan ini membantu mengurangi tingkat 

pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Dampak ekonomi dan sosial dari pemanfaatan aset negara 

mencerminkan pentingnya pengelolaan yang strategis dan 

berkelanjutan. Dengan memanfaatkan aset negara secara optimal, 

pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif, seperti 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan 

sosial. Analisis dampak ekonomi dan sosial ini menjadi alat penting 

dalam perencanaan kebijakan publik untuk memastikan bahwa 

manfaat dari pemanfaatan aset negara dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 
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D. Pemanfaatan Aset Negara dalam Perspektif Maqoshid Syariah 

1. Konsep Dasar Maqashid Syariah 

Maqashid Syariah adalah konsep yang telah menjadi pilar 

penting dalam studi hukum Islam 53 . Maqashid Syariah, yang 

secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari syariah (hukum 

Islam), bertujuan untuk memastikan bahwa semua hukum yang 

diturunkan oleh Allah SWT memberikan manfaat bagi umat 

manusia 54 . Konsep ini telah dibahas oleh banyak ulama dan 

cendekiawan muslim dari zaman klasik hingga modern55. 

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata Bahasa Arab yaitu 

maqasid dan syariah56. Maqasid berasal dari kata qasada-yaqsidu 

yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada, sedangkan kata 

kedua syariah mengacu pada syariat Islam 57 . Secara bahasa, 

maqashid syariah berarti tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh 

Allah (Syar’i) di balik setiap hukum yang diturunkan-Nya 58 . 

Meskipun gagasan mengenai maqashid syariah sudah 

diperkenalkan oleh para pemikir muslim sebelum Imam asy-

Syatibi (wafat tahun 790 H/1388 M), beliau berhasil menyusun 

dan menjelaskan konsep ini dengan cara yang lebih sistematis dan 
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mudah dipahami tanpa mengurangi makna dasarnya. Karena 

kontribusinya tersebut, ia dikenal sebagai pelopor utama dalam 

pengembangan ilmu maqashid syariah dan dijuluki sebagai Bapak 

al-Maqashid as-Syari‟ah lewat karya terkenalnya Al-Muwafaqat 

59 . Dalam memahami maqashid syariah, pembahasan tentang 

maslahah (kemaslahatan) tidak bisa dipisahkan. Maqashid syariah 

merujuk pada tujuan dan hikmah Allah dalam menetapkan syariat, 

di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahah bagi umat 

manusia 60 . Maslahah sendiri merupakan wujud nyata dari 

maqashid syariah, yaitu menghadirkan manfaat dan kebaikan 

bagi hamba-Nya. Karena itu, kedua istilah ini saling berkaitan erat 

61.  

Menurut Imam asy-Syatibi, terdapat lima tujuan pokok 

dari syariat Islam yang disebut kulliyat al-khamsah atau lima 

prinsip utama. Setiap prinsip ini terbagi dalam dua aspek: dari sisi 

pemeliharaan (perlindungan) dan dari sisi pencegahan kerusakan 

atau kehilangan62. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut 63: 

a.  Menjaga Agama (Hifzh al-Din)  

Menjaga agama atau keyakinan. Maqasid ini mencakup 

perlindungan terhadap ajaran dan praktik agama Islam, 

kebebasan beragama, dan keberagaman dalam praktik 
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keagamaan. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan, 

kebebasan, dan keberagaman dalam praktik keagamaan bagi 

umat Islam. 

b.  Menjaga Jiwa (Hifzh al-Nafs) 

Menjaga jiwa atau nyawa. Maqasid ini menekankan pentingnya 

melindungi kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk 

memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik 

serta mental individu dan masyarakat secara umum. Hal ini 

mencakup perlindungan terhadap hak hidup, hak atas pangan, 

hak atas kesehatan, dan hak atas keamanan. Tujuan syariat 

adalah melindungi dan menjaga ajaran agama agar tetap terjaga 

kemurniannya. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan ibadah 

seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta mencegah segala 

bentuk penodaan terhadap nilai-nilai agama. 

c.  Menjaga Akal (Hifzh al-„Aql) 

Menjaga akal atau pikiran. Maqasid ini berfokus pada 

perlindungan terhadap kebebasan berpikir, kecerdasan, dan 

perkembangan intelektual manusia. Tujuannya adalah 

memastikan kebebasan berpikir, akses pendidikan, penyebaran 

ilmu pengetahuan, dan peningkatan kecerdasan dalam 

masyarakat. Akal merupakan anugerah penting dalam 

kehidupan manusia. Syariat menjaga akal juga mendorong 

pencarian ilmu dan melarang hal-hal yang merusaknya, seperti 

minuman keras dan narkoba. 

d. Menjaga Keturunan (Hifzh al-Nasl) 

Menjaga keturunan atau keluarga. Maqasid ini menekankan 

pentingnya melindungi keberlanjutan keluarga dan masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan generasi 
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dan membangun masyarakat yang harmonis. Hal ini mencakup 

perlindungan terhadap hak-hak keluarga, hak-hak anak, hak-

hak pernikahan, dan hak-hak keturunan. Maqoshid ini juga 

bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah dan terhormat, 

Islam mengatur pernikahan, melarang perzinaan, dan 

memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Aturan ini 

bertujuan menciptakan keluarga dan masyarakat yang sehat 

secara moral dan sosial. 

e.  Menjaga Harta (Hifzh al-Mal) 

Menjaga harta atau kekayaan. Maqasid ini berkaitan dengan 

perlindungan terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi. 

Tujuannya adalah memastikan keadilan dalam distribusi 

kekayaan, menghindari eksploitasi, dan mengatasi ketimpangan 

ekonomi dalam masyarakat. Syariat juga mengatur kepemilikan 

dan penggunaan harta agar tidak disalahgunakan. Hal ini 

termasuk kewajiban zakat, larangan pencurian dan riba, serta 

pengaturan warisan. Semua ini bertujuan untuk menjaga 

keadilan dan kesejahteraan ekonomi. 

Maqashid Syariah merupakan konsep yang sangat 

fundamental dalam hukum Islam. Dengan memahami dan 

mengimplementasikan Maqashid Syariah, umat Islam dapat 

menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan 

tujuan utama syariah. Dalam menghadapi tantangan kontemporer, 

Maqashid Syariah memberikan landasan yang kuat untuk 
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menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak 

mulia64.  

2. Pemanfatan Aset Negara dalam Perspektif Maqoshid Syariah 

Pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid 

Syariah harus memperhatikan nilai-nilai yang telah dijelaskan di 

atas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana 

nilai-nilai ini diterapkan dalam pemanfaatan aset negara: 

a.  Menjaga Agama (Hifz al-Din) 

Pemanfaatan aset negara harus mendukung keberlanjutan dan 

kebebasan dalam praktik keagamaan. Misalnya, aset negara 

dapat digunakan untuk membangun dan memelihara tempat 

ibadah, menyediakan fasilitas pendidikan agama, dan 

mendukung kegiatan keagamaan lainnya. Tujuannya adalah 

memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai 

untuk menjalankan ibadah dan memperdalam pemahaman 

agama65. 

b.  Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs) 

Aset negara harus digunakan untuk melindungi kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan layanan 

kesehatan, pembangunan infrastruktur yang aman, dan 

penanggulangan bencana. Misalnya, aset negara dapat 

digunakan untuk membangun rumah sakit, klinik, dan fasilitas 
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kesehatan lainnya, serta menyediakan peralatan medis yang 

diperluka66. 

c.  Menjaga Akal (Hifz al-Aql) 

Pemanfaatan aset negara harus mendukung pengembangan 

intelektual dan pengetahuan masyarakat. Ini bisa dilakukan 

melalui investasi dalam pendidikan, penelitian, dan 

pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing 

global. Menurut Abdul Fattah, implementasi Maqashid Syariah 

dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia 

juga mencakup investasi dalam pendidikan dan penelitian 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat67. 

d. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl) 

Pengelolaan aset negara harus mempertimbangkan 

keberlanjutan untuk generasi mendatang. Ini termasuk dalam 

kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang bijaksana. Abdul Fattah menekankan 

pentingnya kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dalam 

implementasi Maqashid Syariah untuk mencapai kesejahteraan 

yang lebih adil dan berkelanjutan68. 

e. Menjaga Harta (Hifz al-Mal) 

Pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan cara yang adil 

dan efisien untuk memastikan keadilan dalam distribusi 

kekayaan dan menghindari eksploitasi. Ini mencakup 

                            
66

 Dr. Asmawi, M.Ag., “Memahami Konsep Maslahah Sebagai Inti Maqosid Al-

Syariah.” 
67

 Abdul Fatah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan 

Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi 

Berkelanjutan.” 
68

 Abdul Fatah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan 

Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi 

Berkelanjutan.” 



TESIS - JOHAN WAHYUDI | 38 

 

 

pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan 

berkelanjutan. Misalnya, aset negara dapat digunakan untuk 

mendukung program-program ekonomi yang bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat69. 

Dalam konteks pemanfaatan aset negara, Maqashid 

Syariah memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa 

pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat70. 

Dengan demikian, setiap tindakan dalam pengelolaan Aset Negara 

harus mempertimbangkan dampak luas terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan lingkungan71. 

Pemanfaatan aset negara dalam perspektif Maqashid 

Syariah dapat dianalisis melalui beberapa prinsip penting yang 

menjadi landasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara: 

a. Keadilan dalam Pengelolaan Aset 

Salah satu prinsip utama Maqashid Syariah adalah keadilan. 

Dalam konteks pengelolaan aset negara, ini berarti bahwa 

semua pihak harus mendapatkan manfaat yang setara dari 

penggunaan BMN 72 . Keadilan ini mencakup transparansi 

dalam proses pengadaan dan pemanfaatan aset, serta 

memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang 
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 Abdul Fatah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan 
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mengakibatkan kerugian bagi masyarakat 73 . Misalnya, 

penggunaan tanah milik negara untuk proyek infrastruktur 

harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial 

terhadap komunitas lokal dan memastikan bahwa mereka 

mendapatkan manfaat dari proyek tersebut74.  

b. Perlindungan Harta 

Maqashid Syariah juga menekankan perlunya melindungi 

harta75. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pengelola aset 

negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan 

memelihara BMN agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak 

disalahgunakan 76 . Hal ini termasuk perlindungan terhadap 

kerusakan fisik serta penyalahgunaan dalam transaksi. 

Misalnya, aset seperti gedung pemerintahan harus dirawat 

dengan baik agar tetap dapat digunakan untuk pelayanan 

publik, sementara juga menghindari praktik korupsi atau 

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset tersebut77. 
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c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemanfaatan aset negara harus diarahkan untuk 

memberdayakan masyarakat. Dalam pandangan maqoshid 

syariah, penggunaan BMN untuk proyek-proyek yang 

memberikan dampak positif bagi masyarakat luas sangat 

dianjurkan. Misalnya, pembangunan infrastruktur publik 

menggunakan aset negara harus dapat meningkatkan 

aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek 

seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas kesehatan 

yang menggunakan aset negara seharusnya dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka secara 78 . Demikian halnya dengan 

penelitian oleh Hamzah et al. menunjukkan bahwa 

pengelolaan aset negara yang baik dapat mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal79. 

d. Tanggung Jawab Sosial 

Dalam konteks maqoshid syariah, terdapat juga tanggung 

jawab sosial dari pemilik harta80. Dalam hal ini, pemerintah 

dapat memanfaatkan pendapatan dari sewa atau penggunaan 

aset negara untuk kegiatan sosial seperti zakat, infaq, dan 

                            
78

 Nss, Suryawardana, and Triyani, “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur 
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sedekah81. Dengan cara ini, pendapatan yang dihasilkan dari 

aset negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan 

pemerintah tetapi juga dialokasikan untuk membantu 

masyarakat yang membutuhkan 82 . Hal ini sejalan dengan 

prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya 

kesejahteraan umat sebagai tujuan akhir dari setiap tindakan 

ekonomi83. 

Dalam implementasinya, pemanfaatan aset negara 

berdasarkan prinsip Maqashid Syariah dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN 

yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 

publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal84. Selain itu, 

penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan 

aset dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas 

dalam administrasi publik85. 

Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja yang kuat 

untuk pemanfaatan aset negara secara efektif dan berkelanjutan86. 
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Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam 

pengelolaan BMN, pemerintah tidak hanya akan meningkatkan 

efisiensi penggunaan aset tetapi juga memberikan kontribusi 

positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 87 . 

Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam setiap aspek 

pengelolaan aset negara agar dapat mencapai tujuan pembangunan 

nasional secara berkelanjutan88. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed 

methods), yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif8990. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif mengenai manfaat dan dampak ekonomi dari 

pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal dalam 

perspektif maqashid syariah. Pendekatan campuran memungkinkan 

peneliti untuk memanfaatkan kekuatan kedua metode, sehingga data 

yang diperoleh tidak hanya mendalam secara deskriptif tetapi juga 

terukur secara kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi 

mendalam mengenai bagaimana aset negara dimanfaatkan di Pondok 

Pesantren Darul Amal, manfaatnya bagi masyarakat sekitar, serta 

penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan aset tersebut. 

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan informan 

kunci, seperti pengurus pondok pesantren, pengelola aset, dan 

masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami 

konteks sosial dan budaya yang memengaruhi pemanfaatan aset 

negara di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan 
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pendapat Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 

diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau 

masalah tertentu91. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif 

akan membantu menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip maqashid 

syariah diterapkan dalam pengelolaan aset negara serta bagaimana 

manfaat ekonomi dan sosial dirasakan oleh masyarakat. 

Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur 

secara objektif manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset negara di 

Pondok Pesantren Darul Amal. Data kuantitatif akan diperoleh 

melalui analisis dokumen, seperti laporan keuangan pondok pesantren, 

data penerimaan dari pemanfaatan aset negara (misalnya sewa atau 

kerja sama), serta data statistik terkait dampak ekonomi terhadap 

masyarakat sekitar, seperti peningkatan pendapatan atau penciptaan 

lapangan kerja. Pendekatan kuantitatif ini sejalan dengan pandangan 

Sugiyono yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif bertujuan 

untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel-variabel tertentu 

secara numerik 92 . Dalam penelitian ini, data kuantitatif akan 

digunakan untuk mendukung analisis manfaat ekonomi secara lebih 

terukur dan memberikan validitas tambahan terhadap temuan 

kualitatif. 

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

eksploratif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci 

mengenai fenomena pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren 
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Darul Amal serta mengeksplorasi dampaknya dari berbagai perspektif, 

termasuk perspektif maqashid syariah. Deskriptif eksploratif 

memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara rinci 

sekaligus mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang 

relevan. 

Dengan pendekatan campuran ini, penelitian diharapkan dapat 

memberikan hasil yang lebih holistik. Pendekatan kualitatif akan 

memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan 

nilai-nilai syariah dalam pengelolaan aset negara, sementara 

pendekatan kuantitatif akan memberikan data empiris yang dapat 

memperkuat temuan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini juga 

memungkinkan triangulasi data sehingga keabsahan hasil penelitian 

dapat lebih terjamin. 

 

B. Latar dan Waktu Penelitian 

Latar penelitian ini berfokus pada Aset Properti Eks BPPN 

yang terletak di Jalan Pesantren, Kec. Mulyojati, Kec. Metro Barat, 

Kota Metro yang di sewa oleh Pondok Pesantren Darul Amal Kota 

Metro untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi pesantren. 

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu 

dari Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.  

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam proses analisis ini adalah berupa 

data primer dan data sekunder 93 . Data primer didapat dari hasil 
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observasi non partisipan dan wawancara94. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari hasil melakukan pencarian informasi di berbagai 

sumber media95. Kedua jenis data ini dikumpulkan untuk mendukung 

analisis manfaat dan dampak ekonomi pemanfaatan aset negara dalam 

perspektif Maqashid Syariah pada studi kasus di Pondok Pesantren 

Darul Amal Kota Metro. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung dalam penelitian. Adapun sumber data 

primer meliputi: 

a. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam 

hal ini Bapak Muhammad Riyanto (Kepala Seksi 

Pengelolaan Negara) dan Bapak Miftachul Huda (Staf Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara) Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Metro,  sebagai pihak yang 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

aset negara, sekaligus menjadi sumber informasi terkait 

kebijakan, regulasi, dan evaluasi pemanfaatan aset. 

b. Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal   

Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal dalam hal ini 

diwakili oleh Dr. KH. Wahid Asngari, M.Pd. selaku pihak 

penyewa aset negara di lingkungan pesantren yang 

                                                                   
Research,” Journal of International Business Studies 52, no. 7 (September 2021): 1365–

74, https://doi.org/10.1057/s41267-021-00451-0. 
94

 Segun Oluwaseun Olabode, Akeem Abayomi Bakare, and Olawale Ibrahim 
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memberikan data terkait implementasi pemanfaatan aset, 

manfaat yang dirasakan, dan tantangan yang dihadapi dalam 

proses pemanfaatan. 

c. Masyarakat Penerima Manfaat   

Masyarakat yang menerima dampak langsung dari 

pemanfaatan aset negara di lingkungan pesantren juga 

menjadi sumber data utama. Karena jumlah masyarakat 

cukup banyak, teknik purposive sampling digunakan untuk 

menentukan responden 96 97 .  Purposive sampling dipilih 

karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih 

sampel yang dianggap paling relevan dan memenuhi kriteria 

tertentu98. Dalam hal ini, sampel terdiri dari: 

1) Santri pondok pesantren yang diwakili oleh Sdr. 

Mukhtar Fauzi, sebagai penerima manfaat langsung dari 

pemanfaatan aset negara dalam lingkup pendidikan. 

2) Masyarakat sekitar yakni Bapak Agus, yang 

mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari kegiatan 

yang berkaitan dengan pemanfaatan aset negara, seperti 

dalam bentuk kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi 

lainnya. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada dan relevan 

dengan penelitian ini. Sumber data sekunder mencakup: 

a. Buku yang membahas konsep Maqashid Syariah, ekonomi 

Islam, dan pemanfaatan aset negara. 

b. Jurnal ilmiah yang memberikan kajian teori dan temuan 

empiris terkait topik penelitian. 

c. Kontrak atau dokumen resmi yang berkaitan dengan 

pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal. 

d. Laporan atau publikasi resmi dari DJKN atau lembaga terkait 

lainnya mengenai pengelolaan aset negara. 

Melalui kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini 

berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif dan 

mendalam mengenai manfaat dan dampak ekonomi pemanfaatan 

aset negara sesuai prinsip Maqashid Syariah. Data yang diperoleh 

juga akan dianalisis secara kritis untuk memberikan gambaran 

yang objektif dan relevan.  

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik dan prosedur pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Metode-metode ini dipilih untuk 

memastikan data yang diperoleh mencakup seluruh aspek yang 

relevan dengan penelitian. 

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terstruktur99. Teknik ini memungkinkan peneliti 
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untuk mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah dirancang 

sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada 

informan untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam 

sesuai pengalaman mereka. Teknik wawancara ini dipilih karena 

memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi informasi 

tambahan yang tidak tercakup dalam pertanyaan awal, namun 

tetap terfokus pada tujuan penelitian 100 . Informan dalam 

wawancara ini meliputi: 

a. Pihak DJKN dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan 

Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Metro untuk mendapatkan data mengenai 

kebijakan dan evaluasi pemanfaatan aset negara. 

b. Pimpinan / Pengurus Pondok Pesantren Darul Amal untuk 

memperoleh informasi detail tentang implementasi dan 

pengelolaan aset negara. 

c. Masyarakat dan para santri penerima manfaat untuk 

mengetahui dampak ekonomi pemanfaatan aset negara secara 

langsung. 

2. Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung 

proses pemanfaatan aset negara di Pondok Pesantren Darul Amal 

dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian yang 

perlu diobservasi meliputi: 
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a. Pemanfaatan aset yakni proses pemanfaatan aset negara oleh 

pengurus pesantren. 

b. Kegiatan ekonomi yaitu aktivitas ekonomi yang terkait 

dengan pemanfaatan aset, seperti kegiatan usaha atau 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Interaksi sosial untuk mengetahui dampak pemanfaatan aset 

terhadap hubungan sosial di antara santri, pengurus pesantren, 

dan masyarakat sekitar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 

berupa dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. 

Dokumen-dokumen yang diambil meliputi: 

a. Perjanjian atau kontrak yaitu dokumen terkait kerja sama 

pemanfaatan aset negara. 

b. Laporan capaian berupa data hasil capaian kerja sama dalam 

bentuk ekonomi maupun sosial. 

c. Buku dan jurnal ilmiah yakni literatur yang membahas 

prinsip Maqashid Syariah dan pemanfaatan aset negara. 

d. Laporan keuangan yaitu data pendukung terkait dampak 

ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan aset negara. 

Dengan menggunakan ketiga metode tersebut, penelitian ini 

dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, akurat, 

dan mencakup berbagai perspektif yang mendukung analisis manfaat 

serta dampak ekonomi sesuai prinsip Maqashid Syariah.  
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E. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik, antara lain: 

1. Triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk 

memastikan konsistensi informasi. 

2. Memberikan umpan balik kepada narasumber mengenai hasil 

wawancara untuk memastikan akurasi. 

3. Melakukan validasi data dengan menggunakan teknik analisis 

statistik yang sesuai. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode yang sesuai, yaitu: 

1. Analisis kuantitatif untuk data yang bersifat numerik, 

menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. 

2. Analisis kualitatif untuk data yang bersifat naratif, menggunakan 

pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema kunci. 

3. Mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manfaat dan 

dampak ekonomi sosial dari pemanfaatan aset negara. 

Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial atas 

pemanfaatan dengan mekanisme sewa aset negara ini dilakukan 

dengan metode sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-438/KN/2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial 

sebagai berikut  : 

1. Manfaat Ekonomi dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif, 

yaitu menjelaskan secara angka manfaat yang diperoleh oleh 
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masyarakat dan pemerintah. Analisis ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: 

a. Mengidentifikasi seluruh manfaat ekonomi yang muncul dari 

objek yang dianalisis. 

b. Menghitung nilai manfaat ekonomi tersebut selama masa kerja 

sama atau umur bangunan, dengan menggunakan data dari 

riset pasar, peraturan perpajakan, standar upah regional dan 

nasional, serta sumber data relevan lainnya. 

2. Dampak Ekonomi dianalisis menggunakan metode kuantitatif 

melalui model Input-Output (IO). Model IO merupakan alat 

matematis untuk menganalisis struktur dan hubungan antar 

sektor dalam suatu perekonomian, guna memahami tingkat 

saling ketergantungan antar industri dan menjaga keseimbangan 

antara penawaran dan permintaan. Karena itu, analisis IO sering 

disebut juga analisis industri101 . 

Tabel Input-Output (Tabel IO) disusun dalam bentuk matriks 

statistik yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar 

sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. 

Tabel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi 

ekonomi suatu daerah pada tahun tertentu. 

Untuk mengukur manfaat ekonomi melalui analisis input-output, 

berikut langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Identifikasi biaya 

Identifikasi biaya atas objek analisis berupa: 

 

                            
101

 Muryani and Rosario Bedi Swastika, “Input-Output Analysis: A Case Study of 

Transportation Sector in Indonesia,” Journal of Developing Economies 3, no. 2 

(December 2018): 2, https://doi.org/10.20473/jde.v3i2.9650. 
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1) Biaya Modal (Capital Expenditures). 

2) Biaya Operasional (Operational Expenditures). 

Total biaya berupa biaya modal dan biaya operasional 

selama masa proyeksi akan menjadi input/shock pada 

analisis dampak ekonomi dengan metode Input-Output. 

b. Menyiapkan Tabel Input-Output (I-O) 

1) Analisis Input-Output dilakukan dengan 

menggunakan "Tabel Transaksi Atas Dasar Harga 

Produsen" terbaru yang disusun oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan dikenal sebagai Tabel I-O. 

2) Penggunaan Tabel I-O mengikuti prioritas lokasi 

sebagai berikut: 

a) Tabel I-O tingkat kota/kabupaten tempat objek 

analisis berada. 

b) Jika Tabel I-O kota/kabupaten tidak tersedia, 

maka digunakan Tabel I-O Provinsi. 

c) Jika keduanya tidak tersedia, digunakan Tabel I-

O Nasional. 

c. Menyusun Inverse Matriks Leontif 

Langkah-langkah menyusun Inverse Matriks Leontief : 

1) Membuat Tabel I-O olahan 

Tabel I-O disesuaikan dengan memilah bagian-bagian 

seperti sektor industri, total input antara, dan jumlah 

input keseluruhan, sehingga menghasilkan tabel I-O 

olahan yang siap dianalisis. 

2) Menghitung matriks koefisien input (Matriks A) 

Matriks A adalah matriks koefisien input yang hanya 

memuat input antara (tidak termasuk input primer). 
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Tabel ini berbentuk bujur sangkar, artinya jumlah 

baris sama dengan jumlah kolom. 

Rumus untuk menghitung elemen dalam Matriks A adalah : 

aij = 
   

  
 

Dimana: 

aij = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke j. 

Xij = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j  

Xj = output sektor ke j 

3) Membuat Matriks Identitas (Matriks I) 

Matriks identitas adalah matriks persegi di mana 

seluruh elemen pada diagonal utama bernilai 1, dan 

elemen lainnya 0. Contoh bentuknya: 

Matriks I = (
   
   
   

) 

4) Menghitung matriks Leontif (Matriks I-A) 

Langkah ini dilakukan dengan mengurangkan Matriks 

Koefisien Input (A) dari Matriks Identitas (I). 

Hasilnya disebut Matriks Leontief (I - A), yang 

menunjukkan seberapa besar ketergantungan antar 

sector 

5) Menghitung matriks pengganda (inverse matrix) 

Matriks pengganda digunakan untuk melihat 

pengaruh perubahan pada satu sektor terhadap seluruh 

sektor lainnya. Matriks ini merupakan kebalikan dari 

Matriks Leontief, dengan rumus: 

Matriks B = Matriks (I-A)    
 

          
(
   
   
   

) 
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Setelah mendapatkan hasil atas perhitungan inverse 

matrix, maka terbentuk Tabel inverse matrix Leontif. 

d. Membuat Tabel Analisis Dampak 

Tabel analisis dampak berisi kolom jumlah output, kolom 

permintaan akhir, kolom pembuktian, dan kolom selisih. 

Jumlah selisih akan menunjukkan besaran dampak ekonomi. 

Langkah penyusunan tabel dampak ekonomi sebagai 

berikut: 

1) Mengidentifikasi investasi dan besarannya pada tiap 

kelompok sektor serta sektor yang terpengaruh oleh 

proyek atau kebijakan. 

2) Menambahkan besaran seluruh biaya pengembangan 

pada kolom permintaan akhir sektor bangunan. 

3) Menambahkan besaran investasi per sektor pada kolom 

permintaan akhir. 

4) Melakukan pembuktian pembenaran atas kolom 

permintaan akhir dengan tabel inverse matriks leontif. 

5) Mencari selisih pada setiap sektor dengan mengurangi 

nilai dalam kolom jumlah output dengan nilai dalam 

kolom hasil pembuktian. 

6) Menjumlahkan seluruh selisih setiap sektor sehingga 

didapatkan total perubahan perekonomian yang 

merupakan kuantitas atas dampak. 

3. Manfaat dan Dampak Sosial dengan menggunakan Pendekatan 

Maqashid Syariah 

Analisis manfaat dan dampak ekonomi dari pemanfaatan aset 

negara dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan secara 

deskriptif-kualitatif, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan 
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Maqashid Syariah, yang menekankan pencapaian kemaslahatan 

dan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan 

manusia: agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh 

al-„aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-maal). 

Pendekatan ini menjadi relevan karena dalam Islam, nilai 

ekonomi bukan semata-mata diukur dari besarnya keuntungan, 

tetapi dari sejauh mana pemanfaatan tersebut memberikan 

kebermanfaatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 



 

BAB IV 

MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PEMANFAATAN ASET 

NEGARA OLEH PONDOK PESANTREN DARUL AMAL KOTA 

METRO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 

 

A. Gambaran Umum Pemanfaatan Aset Negara oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal 

1. Deskripsi Aset Negara Yang Disewa Oleh Pondok Pesantren 

Darul Amal 

 Aset negara yang dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren 

Darul Amal berasal dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN), yang kini dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kementerian Keuangan. 

Pengelolaan aset ini didasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset 

Eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Dalam praktiknya, 

pengelolaan aset dilakukan oleh KPKNL Metro sebagai 

perwakilan dari Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, 

yang berperan sebagai pengelola atau manajer aset negara.  

 Pada awalnya, asset negara ini merupakan lahan kosong 

seluas 8.540 m² yang terletak di Jalan Pesantren, RT/RW. 03/03, 

Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro 

Provinsi Lampung dengan titik koordinat -5.132594, 105.292517. 

Sebelum dilaksanakan pemanfaatan, aset ini berada dalam 

kondisi tidak produktif dan tidak terawat (idle). Kondisi lahan 

ditumbuhi semak belukar dan tanaman liar lainnya, serta terdapat 

lubang-lubang besar bekas galian tanah yang tersebar di beberapa 

titik. Selain itu, sebagian warga sekitar secara sepihak 
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memanfaatkan lahan tersebut tanpa izin resmi dari DJKN selaku 

pengelola, antara lain untuk kolam ikan, kandang ayam, kebun 

sawit, kebun singkong, dan tanaman lainnya. Bahkan, sebagian 

area dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah dan 

saluran pembuangan limbah. 

Gambar 4.1 

Foto Aset Negara Jalan Pesantren Mulyojati sebelum 

Pemanfaatan 

Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro 

 Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset negara dan 

menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kondisi lahan 

yang tidak produktif, DJKN melalui Kanwil DJKN Lampung dan 

Bengkulu memutuskan untuk melakukan pemanfaatan aset 

melalui skema sewa. Mitra pemanfaatan yang ditetapkan adalah 

Saudara Wahid Asngari (Gus Wahid), selaku pimpinan Pondok 

Pesantren Darul Amal, dengan jangka waktu sewa selama 10 

(sepuluh) tahun. Dasar hukum pelaksanaan sewa ini tercantum 
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dalam Surat Persetujuan Sewa dari Kepala Kanwil DJKN 

Lampung dan Bengkulu atas nama Menteri Keuangan dengan 

nomor S-135/MK.6/WKN.05/2021 tertanggal 14 Juli 2021. 

Selanjutnya, perjanjian sewa dituangkan dalam dokumen 

Perjanjian Sewa Nomor PRJ-1/MK.6/WKN.05/2021 yang 

ditandatangani pada 29 Juli 2021 oleh kedua belah pihak. Pondok 

Pesantren Darul Amal sendiri merupakan lembaga pendidikan 

Islam mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan 

modern yang berlokasi di Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro, 

Lampung. Melalui pemanfaatan dalam bentuk sewa atas aset 

tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak 

ekonomi sosial bagi negara, bagi pihak pesantren selaku penyewa 

dan juga warga masyarakat sekitar. 

Gambar 4.2 

Foto Penandatangan Kontrak Perjanjian Pemanfaatan (Sewa) Aset 

Negara 

Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro 
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2. Proses Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema Sewa (Ijarah) 

 Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal Kota Metro dilakukan melalui serangkaian 

tahapan administratif dan teknis oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). Proses ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal, 

produktif, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial. Berikut 

adalah tahapan pelaksanaannya: 

- Pada tahap awal, pemanfaatan aset negara dimulai dengan 

kegiatan inventarisasi yang bertujuan untuk memperoleh data 

dan informasi yang akurat terkait kondisi fisik aset, status 

hukum, permasalahan, serta potensi pemanfaatan. Aset 

negara yang sebelumnya tidak produktif, kemudian didata 

kembali untuk mengetahui kelayakan serta 

kendala/permasalahan yang mungkin muncul. Laporan hasil 

kegiatan inventarisasi ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan oleh Pimpinan DJKN guna 

mendorong optimalisasi aset idle menjadi produktif dan 

bermanfaat.  

- Setelah proses inventarisasi, tahap berikutnya adalah 

penilaian aset oleh tim penilai DJKN yang melaksanakan 

tugasnya secara independen. Penilaian ini dilakukan untuk 

menentukan nilai wajar sewa yang akan menjadi acuan 

dalam menetapkan harga sewa yang akan disetujui dalam 

perjanjian sewa oleh DJKN sebagai pengelola aset. 
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Penetapan nilai wajar sewa ini menjadi penting, agar terjadi 

keadilan dan transparansi dalam pemanfaatan aset negara. 

- Dalam rangka menjaring calon mitra sewa, KPKNL 

melakukan pengumuman pemanfaatan aset secara terbuka. 

Informasi disebarkan melalui media sosial resmi 

DJKN/KPKNL dan pemasangan plang pengumuman di 

lokasi aset yang menunjukkan bahwa aset negara dimaksud 

tersedia untuk disewa. Langkah ini mencerminkan prinsip 

akuntabilitas dan keterbukaan, agar seluruh masyarakat atau 

lembaga yang berminat dapat mengajukan permohonan 

secara adil. 

- Setelah masa pengumuman berakhir, KPKNL menerima 

berkas permohonan dari calon penyewa, yang kemudian 

dilakukan proses seleksi dan verifikasi. Tahap ini mencakup 

pemeriksaan kelengkapan administrasi, rekam jejak pemohon, 

rencana pemanfaatan aset, serta kemampuan keuangan untuk 

memenuhi kewajiban sewa. Dalam proses ini, Pondok 

Pesantren Darul Amal mengajukan permohonan dengan 

menyertakan profil lembaga, rencana kegiatan, dan tujuan 

pemanfaatan aset.  
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Gambar 4.3 

Foto Pengunguman (Sewa) Aset Negara berupa Plang di 

Lokasi Aset 

 

Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro 

 

Gambar 4.4 

Foto Pengunguman (Sewa) Aset Negara di Media Sosial 

Instagram 

 

Sumber : KPKNL Metro 
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- Setelah lolos dalam proses seleksi dan verifikasi, Pondok 

Pesantren Darul Amal ditetapkan sebagai mitra kerja sama 

pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa. Penetapan ini 

dituangkan dalam surat persetujuan pemanfaatan dari DJKN 

dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa. 

Ponpes kemudian menggunakan aset untuk kegiatan 

pendidikan dan dakwah, sesuai dengan perjanjian serta 

prinsip produktivitas, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial. 

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa (Ijarah) 

Aset Negara dan Implementasinya 

Dalam konteks muamalah Islam, Ijarah merupakan akad 

sewa-menyewa yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari 

suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, tanpa 

mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Konsep ini 

memungkinkan pemanfaatan aset dengan tetap menjaga 

kepemilikan negara serta memastikan penggunaannya sesuai 

dengan prinsip maslahah dan keadilan social. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan selaku 

pengelola asset negara telah mengimplementasikan skema ijarah 

dengan melakukan perjanjian sewa atas aset negara dengan 

Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro. Langkah ini 

memastikan bahwa pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan 

ketentuan hukum positif dan prinsip syariah.  

Menurut Imam Nawawi, akad ijarah dinggap sah selama 

objek sewa diketahui sifatnya, masa sewanya jelas, dan 

imbalannya disepakati bersama. Dalam kasus ini, objek sewa 

adalah lahan milik negara yang jelas identitas dan batas-batasnya. 

Imbalan sewa ditentukan secara wajar berdasarkan penilaian dari 
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Penilai Pemerintah yang Independen. Manfaat yang diperoleh 

dari pemanfaatan aset ini digunakan untuk usaha pertanian, 

perikanan serta Pendidikan yang merupakan aktivitas yang sah 

dan sesuai syariah. Selain itu, tidak terdapat unsur riba, gharar, 

atau eksploitasi dalam perjanjian sewa ini, sehingga memenuhi 

prinsip-prinsip ijarah dalam Islam. 

Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh Ponpes 

Darul Amal melalui skema sewa mencerminkan implementasi 

ijarah yang sesuai syariah sekaligus mematuhi regulasi negara. 

Hal ini mencerminkan keselarasan antara maqashid syariah dan 

kebijakan fiskal dalam pengelolaan kekayaan negara. 

 

B. Manfaat Ekonomi Atas Pemanfaatan Aset Negara melalui Skema 

Sewa Oleh Pondok Pesantren Darul A’mal Kota Metro 

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal Kota Metro tidak hanya menjadi solusi atas 

aset negara yang tidak produktif (Idle), tetapi juga membawa dampak 

ekonomi yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari negara 

sebagai pemilik aset, pihak pesantren sebagai mitra pemanfaatan, 

hingga masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak penyewa (Pondok Pesantren Darul Amal), aset negara seluas 

8.540 m
2
 ini telah dimanfaatkan untuk beberapa alternatif penggunaan 

(mix-use) seperti budidaya ikan nila dan gurami, peternakan kambing, 

budidaya tanaman pangan jagung dan singkong, serta penggunaan 

sarana pendidikan, sosial dan olah raga bagi parasantri 102 . Dalam 

perspektif pengelolaan kekayaan negara yang modern dan 

                            
102

 Dr. KH. Wahid Asngari, M.Pd, “Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal,” 

July 2025, Wawancara. 
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berkelanjutan, langkah ini menjadi representasi nyata dari prinsip 

efisiensi, produktivitas, dan kebermanfaatan sosial-ekonomi. 

1. Manfaat Ekonomi Bagi Negara 

Dari sudut pandang negara, manfaat ekonomi yang diperoleh dari 

pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal diantaranya adalah : 

a. Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang 

berasal dari pembayaran sewa oleh pihak mitra selama 10 

tahun sebesar Rp.25.000.000,00103. Dari manfaat ekonomi ini 

menunjukkan bahwa aset negara dapat menjadi instrumen 

fiskal yang menghasilkan penerimaan secara berkelanjutan 

tanpa harus dilakukan pengalihan kepemilikan.  

b. Penghematan biaya (cost saving) dari beban pemeliharaan 

dan pengamanan aset yang berimplikasi pada penghematan 

anggaran negara dengan dihapusnya honorarium waker 

(penjaga asset) sebesar Rp4.800.000,00 per tahun selama 

masa sewa (data diperoleh dari KPKNL Metro)104. Dengan 

penghematan tersebut, negara dapat mengalihkan sumber 

daya ke sektor prioritas lainnya. 

c. Pendapatan bagi pemerintah daerah yang berasal dari PBB 

yang dibayarkan oleh pihak penyewa sebesar Rp.381.800,00 

per tahun (data diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro)105.  

                            
103

 Muhammad Riyanto, “Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL 

Metro,” June 2025, Wawancara. 
104

 Miftachul Huda, “Staf Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Metro,” 

Mei 2025, Wawancara. 
105

 I Nyoman Gede Yasa, S.E, M.M, “Kepala Sub Bidang Penagihan, Badan 

Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro,” Mei 2025, Wawancara. 
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Manfaat ekonomi sebagaimana diuraikan diatas belum termasuk 

peningkatan nilai aset negara yang cukup signifikan karena 

adanya pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur di 

atasnya oleh pihak mitra (Ponpes Darul Amal) sehingga 

mengubah aset yang sebelumnya terbengkalai menjadi area 

produktif dan layak guna. 

 

2. Manfaat Ekonomi Bagi Pesantren 

 Bagi Pondok Pesantren Darul Amal sendiri, pemanfaatan 

aset negara dengan skema sewa ini memberikan manfaat strategis 

dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan diantaranya 

adalah penghematan belanja (cost saving) pengadaan tanah bagi 

mitra pemanfaatan sebesar Rp2.562.000.000,00. Nilai tersebut 

meupakan hasil perkalian dari luas lahan 8.540 m
2
 dengan 

perkiraan harga pasar rata-rata tanah sekitar yaitu Rp300.000,00 

per m
2 106 . Aset negara tersebut saat ini telah dimanfaatkan 

sebagai lahan pengembangan keterampilan santri dalam bidang 

pertanian, peternakan, dan olahraga yang sebelumnya tidak dapat 

dilakukan karena keterbatasan lahan. 

Selain manfaat diatas, aset tersebut juga menjadi sumber daya 

tambahan bagi kegiatan ekonomi produktif pesantren, seperti 

pengembangan koperasi santri, hasil pertanian pesantren, dan 

usaha mikro lain yang menopang kemandirian ekonomi Lembaga, 

dimana dalam jangka panjang hal ini memperkuat peran 

pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga 

sebagai motor pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada 

kemandirian dan kesejahteraan umat. 
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3. Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar 

 Pemanfaatan aset negara oleh pesantren juga memberikan 

dampak positif bagi masyarakat sekitar. Rencana pemanfaatan 

yang meliputi budidaya tanaman pangan, peternakan dan 

perikanan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 5 orang 

pekerja yang diambil dari warga sekitar. Dengan adanya 

penyerapan tenaga kerja tersebut, maka pemanfaatan lahan objek 

analisis akan memberikan penghasilan bagi 5 orang pekerja 

sebesar Rp60.000.000,00 per tahun dengan asumsi gaji yang 

digunakan merupakan upah buruh harian lepas sebesar 

Rp.1.000.000,00 per bulan (hasil wawancara dengan pekerja)107. 

Selain manfaat tersebut, masyarakat mendapatkan akses lebih 

mudah terhadap pendidikan dan layanan sosial yang disediakan 

oleh pesantren. Hal ini berkontribusi pada peningkatan 

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal. 

 

C. Dampak Ekonomi dan Sosial Pemanfaatan Aset Negara 

1. Dampak Ekonomi secara Mikro terhadap Beberapa Sektor 

Terkait 

 Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul 

Amal melalui skema sewa tidak hanya memberikan manfaat 

ekonomi, namun juga memicu dampak ekonomi yang signifikan 

terhadap berbagai sektor ekonomi lokal secara mikro. Untuk 

mengukur dan mengidentifikasi seberapa besar kontribusi ini, 

dilakukan pendekatan Analisis Input-Output (I-O) yang 

merupakan salah satu metode paling representatif dalam 

menggambarkan keterkaitan antarsektor ekonomi terhadap suatu 

                            
107

 Agus, “Masyarakat Sekitar Penerima Manfaat,” June 2025, Wawancara. 



TESIS - JOHAN WAHYUDI | 68 

 

 

aktivitas investasi atau produksi. Analisis ini digunakan untuk 

mengevaluasi dampak ekonomi dari investasi usaha yang 

dilakukan pihak mitra sewa (Pondok Pesantren Darul Amal)). 

Melalui injeksi permintaan akhir pada sektor-sektor strategis, 

dalam hal ini sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kode A) 

serta Konstruksi (kode F), peneliti melakukan simulasi 

perhitungan dampak ekonomi dengan bantuan formula MMULT 

pada matriks koefisien teknis. Hasilnya dibandingkan dengan 

total output domestik atas dasar harga produsen, yang 

menggambarkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang 

ditimbulkan oleh pemanfaatan aset. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyewa 

diperoleh informasi terkait invetasi awal dari pemanfaatan asset 

negara sebagai berikut : 

  

1. Biaya Sewa Lahan Rp25.000.000,00 untuk masa sewa selam 

10 tahun 

2. Biaya Pembersihan dan Pematangan lahan sebesar 

Rp41.900.000,00 

3. Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar 

Rp.25.000.000,00  

Disamping investasi awal tersebut, terdapat biaya tetap berupa 

upah pekerja sebesar Rp.60.000.000,00 per tahun, dan biaya 

variable yang dikeluarkan untuk usahan perikanan dan pertanian 

sebesar Rp.63.575.500,00 pada awal tahun pertama pemanfaatan 

sewa108. Dengan menggunakan asumsi discount rate sebesar 6,52% 
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(SBN Tenor 10 Tahun), Investasi awal dan biaya – biaya tersebut 

kemudian menjadi input/shock pada analisis dampak ekonomi 

dengan metode Input-Output.   

 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa investasi awal dan 

biaya total selama masa pemanfaatan sebesar 

Rp1.548.254.823,00 diproyeksikan mampu menghasilkan 

dampak ekonomi mikro dengan nilai Rp2.157.503.208,00, yang 

tersebar pada lima sektor utama sebagai berikut: 

b. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 

Rp1.651.044.284,00, sektor ini merupakan sektor paling 

terdampak, mengingat aktivitas pesantren banyak berkaitan 

dengan budidaya pertanian dan peternakan, yang 

menciptakan permintaan input produksi, tenaga kerja, dan 

distribusi hasil panen. 

c. Sektor Industri Pengolahan: Rp200.827.547,00 yakni terkait 

dengan pengolahan hasil pertanian dan peternakan pesantren 

seperti produksi pupuk organik, pakan, atau produk olahan 

ternak. 

d. Sektor Konstruksi: Rp104.966.075,0 berkaitan dengan 

pembangunan sarana prasarana di lahan sewa seperti 

kandang ternak, gudang, atau unit pelatihan. 

e. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor: Rp64.359.848,0 dimana terjadi peningkatan 

kegiatan ekonomi dari distribusi hasil produksi, serta 

kebutuhan logistik dan operasional transportasi. 

f. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi: Rp43.058.553,00 

meningkatnya aktivitas keuangan, terutama terkait transaksi 
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pembayaran, pembiayaan kegiatan produktif, dan kebutuhan 

perlindungan risiko usaha. 

Data ini menunjukkan bahwa skema pemanfaatan aset negara 

oleh pesantren mampu memberikan efek pengganda ekonomi 

(multiplier effect) yang nyata dan signifikan, terutama pada 

sektor-sektor produktif masyarakat. Hal ini sekaligus 

memperkuat argumen bahwa pengelolaan aset negara berbasis 

kemitraan sosial-religius seperti ini dapat menjadi instrumen 

strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan 

berkelanjutan. Penentuan besaran dampak ekonomi dilakukan 

melalui Analisis Input Output (I-O) untuk mengetahui dan 

mengukur dampak ekonomi saat investasi awal (rencana 

pembangunan) dan setelah investasi dilakukan (pembangunan).  

Gambar 4.5 

Foto Aset Negara Jalan Pesantren Mulyojati setelah Pemanfaatan  

Sumber : Dokumentasi KPKNL Metro 
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2. Dampak Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Pemanfaatan aset negara dalam bentuk sewa oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal tidak hanya memberikan kontribusi 

terhadap optimalisasi aset dan pendapatan negara, tetapi juga 

memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat 

sekitar. Dampak sosial tersebut terlihat dalam beberapa aspek 

utama, antara lain peningkatan kohesi sosial, penguatan nilai 

keagamaan, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan 

keterampilan.  

a. Peningkatan Kohesi Sosial 

Kohesi sosial mencerminkan tingkat solidaritas, keterikatan, 

dan kerjasama dalam suatu komunitas109. Kehadiran Pondok 

Pesantren Darul Amal sebagai Lembaga Pendidikan yang 

menjadi mitra dalam pemanfaatan aset negara telah 

menciptakan ruang interaksi baru antarwarga. Berbagai 

kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar seperti 

pelatihan pertanian bersama, dan kegiatan kewirausahaan 

berbasis pesantren, menjadi medium yang efektif dalam 

membangun jaringan sosial yang lebih kuat110. Masyarakat 

dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi turut 

berpartisipasi, sehingga menciptakan rasa saling memiliki 

dan memperkuat integrasi sosial. Ini sejalan dengan pendapat 

Emile Durkheim bahwa institusi keagamaan berperan 
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penting dalam mempertahankan solidaritas sosial di tengah 

masyarakat yang plural111. 

b. Penguatan Nilai Keagamaan 

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren secara 

inheren memiliki peran dalam mendidik dan membentuk 

karakter religius masyarakat sekitar. Pemanfaatan aset negara 

oleh Pondok Pesantren Darul Amal mendukung 

pengembangan sarana keagamaan yang lebih memadai, 

sehingga kegiatan dakwah, pengajian, dan pembinaan moral 

masyarakat dapat berjalan lebih intensif dan terstruktur. 

Masyarakat sekitar yang sebelumnya kurang memiliki akses 

ke kegiatan keagamaan kini dapat lebih mudah mengikuti 

kajian Islam, salat berjamaah, serta kegiatan sosial 

keagamaan lainnya. Hal ini memperkuat nilai-nilai akhlak 

mulia, memperbaiki hubungan sosial, dan memperkuat 

komitmen spiritual di tengah-tengah masyarakat. 

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 : 

مْ ﴿ ي  
ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
دُوْاا ُ  ثَفَسَّ مَجٰلِسِ فَافْسَدُوْا يَفْسَحِ اللّٰه

ْ
فِى ال

وْثُوا 
ُ
ذِينَْ ا

َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال شُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰه

ْ
شُزُوْا فَان

ْ
 ان

َ
مْْۚ وَاِذَا قِيْل

ُ
ك
َ
ل

 ُ مَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰه
ْ
عِل
ْ
وْنَ خَبِيْرٌ  ال

ُ
 ﴾  ١١بِمَا ثَعْمَل

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 

berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang 
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yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan”.  

Ayat quran tersebut di atas menunjukkan pentingnya 

lingkungan pendidikan yang mendukung peningkatan 

keimanan. 

 

Gambar 4.6 

Kegiatan Pengajian yang dilakukan Ponpes Darul Amal 

dengan Masyarakat Sekitar di Lokasi Aset Negara 

Sumber : Dokumentasi Ponpes Darul Amal Kota Metro 

c. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan 

Pemanfaatan aset negara juga membuka akses lebih luas 

terhadap pendidikan dan keterampilan yang berbasis 

keagamaan dan kewirausahaan. Pondok Pesantren Darul 

Amal memanfaatkan lahan yang disewa untuk mendirikan 

fasilitas pelatihan pertanian, perkebunan, peternakan, serta 

kegiatan keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan 

lokal 112 . Hal ini memberikan peluang besar bagi generasi 

muda dan masyarakat usia produktif untuk mendapatkan 
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keahlian praktis yang dapat menunjang kemandirian ekonomi. 

Pendidikan keterampilan yang dikembangkan di lingkungan 

pesantren ini sejalan dengan pendekatan pesantren 

enterpreneurship yang menekankan sinergi antara ilmu 

agama dan ekonomi produktif. 

Lebih dari itu, program pelatihan keterampilan yang terbuka 

untuk masyarakat sekitar menjembatani kesenjangan sosial 

dan ekonomi, serta menjadi sarana pemberdayaan komunitas. 

Konsep ini juga mencerminkan maqashid syariah dalam 

aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga 

keberlangsungan hidup), di mana akses terhadap pendidikan 

dan ekonomi menjadi bagian dari perlindungan terhadap 

eksistensi individu dan komunitas. 

Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal tidak hanya menghasilkan nilai 

ekonomi, namun juga membentuk ekosistem sosial yang 

lebih sehat, religius, dan produktif. Hal ini menunjukkan 

bahwa tata kelola aset negara yang baik dapat mendukung 

agenda pembangunan berkelanjutan, tidak hanya dalam 

aspek fiskal, namun juga dalam membangun masyarakat 

madani yang kuat. 
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Gambar 4.7 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ponpes Darul Amal di 

Lokasi Aset Negara 

Sumber : Website Ponpes Darul Amal Kota Metro 

Gambar 4.8 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ponpes Darul Amal di 

Lokasi Aset Negara 

Sumber : Dokumentasi Ponpes Darul Amal 
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B. Tinjauan Pemanfaatan Aset Negara Dalam Perspektif Maqashid 

Syariah 

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal dapat ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, 

yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada 

perlindungan lima prinsip dasar yaitu harta (hifz al-mal), agama (hifz 

al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-

nasl). Dalam konteks pengelolaan kekayaan negara, pendekatan ini 

memberikan landasan etis dan strategis untuk memastikan bahwa 

pengelolaan aset tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga 

berdampak sosial dan spiritual secara berkelanjutan 

1. Hifz al-Mal (Menjaga Harta) 

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa merupakan 

strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi 

pengelolaan harta milik negara, tetapi juga bertujuan untuk 

mengoptimalkan dampak ekonomi yang lebih luas. Aset eks 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya 

tidak digunakan secara maksimal (idle), kini diberdayakan 

melalui skema sewa yang memungkinkan institusi seperti Pondok 

Pesantren Darul Amal untuk memanfaatkan properti negara 

dengan tujuan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Dengan demikian, aset negara yang semula bersifat 

pasif kini bertransformasi menjadi sumber daya produktif yang 

memberikan nilai tambah bagi berbagai sektor.  

Manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset ini terlihat 

dalam beberapa aspek. Pertama, melalui skema sewa, negara 

memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

berkontribusi terhadap kas negara dan dapat dialokasikan untuk 
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keperluan pembangunan lainnya. Kedua, dengan adanya 

pemanfaatan ini, negara dapat mengurangi beban (cost saving) 

biaya pemeliharaan atas aset yang sebelumnya tidak digunakan, 

sehingga anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk 

pemeliharaan bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak. 

Ketiga, peningkatan nilai guna aset mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal, terutama di sekitar pesantren, melalui penciptaan 

lapangan kerja baru dan penguatan usaha kecil serta menengah. 

Selain manfaat ekonomi, pendekatan ini juga relevan 

dalam perspektif hifz al-mal dalam Maqashid Syariah yang 

menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak disia-siakan 

dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan 

masyarakat. Pemanfaatan aset melalui skema sewa memastikan 

bahwa properti yang dikuasai negara tetap memiliki fungsi 

ekonomi dan sosial. Lebih jauh, pondok pesantren sebagai 

penerima manfaat tidak hanya mengoptimalkan aset untuk 

kegiatan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga membantu 

memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai 

program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dengan 

demikian, pemanfaatan aset negara melalui skema sewa menjadi 

contoh konkret bagaimana prinsip hifz al-mal diterapkan dalam 

kebijakan publik, dengan memastikan bahwa aset negara dijaga 

dari kemubaziran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi 

bangsa. 

 

2. Hifz al-Din (Menjaga Agama)   

Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul 

Amal memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat 
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nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Aset yang disewa oleh 

pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan Islam, 

tetapi juga menjadi pusat pembinaan akhlak serta penyebaran 

dakwah yang lebih luas. Dalam konteks Maqashid Syariah, hifz 

al-din atau menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama 

yang harus dijaga demi kesejahteraan umat. Dengan tersedianya 

fasilitas yang memadai, pesantren dapat menjalankan misi 

keagamaan secara lebih efektif, baik dalam aspek pembelajaran 

formal maupun pengembangan karakter santri.  

Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, pesantren 

memiliki tanggung jawab besar dalam membangun generasi yang 

tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki moral dan 

etika yang kuat. Aset negara yang dimanfaatkan melalui skema 

sewa membantu pesantren memperluas kapasitas penerimaan 

santri, sehingga semakin banyak individu yang dapat mengakses 

pendidikan Islam berkualitas. Selain itu, keberadaan aset ini 

memungkinkan peningkatan infrastruktur pesantren, seperti 

renovasi masjid, pembangunan ruang belajar, serta penyediaan 

fasilitas yang menunjang aktivitas keagamaan. Dengan adanya 

dukungan dari aset negara, pesantren dapat menyelenggarakan 

berbagai program keagamaan, seperti kajian tafsir, pelatihan 

imam masjid, dan dakwah komunitas yang lebih luas, sehingga 

nilai-nilai Islam dapat semakin tersebar dan dipahami oleh 

masyarakat. Lebih jauh lagi, pemanfaatan aset negara dalam 

perspektif hifz al-din juga berkontribusi terhadap keberlanjutan 

tradisi Islam di tengah masyarakat yang semakin kompleks. 

Dengan adanya sarana yang lebih baik, pesantren dapat 

menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk mereka 



TESIS - JOHAN WAHYUDI | 79 

 

 

yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan 

agama. Ini sejalan dengan pandangan bahwa institusi keagamaan 

memiliki peran sentral dalam mempertahankan solidaritas sosial 

dan membentuk budaya religius yang kokoh. Oleh karena itu, 

optimalisasi aset negara untuk kepentingan keagamaan tidak 

hanya memberikan manfaat bagi pesantren itu sendiri, tetapi juga 

memperkuat ekosistem sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. 

Dengan demikian, pemanfaatan aset negara oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal secara langsung dan tidak langsung 

berkontribusi terhadap tercapainya tujuan hifz al-din. Pengelolaan 

aset yang dilakukan dengan baik memastikan bahwa sarana yang 

tersedia digunakan untuk kepentingan dakwah dan pendidikan 

Islam, menjaga eksistensi dan keberlanjutan nilai-nilai keislaman 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan prinsip 

Maqashid Syariah, pemanfaatan aset negara untuk pesantren 

menjadi bagian dari ikhtiar dalam membangun masyarakat yang 

lebih religius, beretika, dan berakhlak mulia. 

 

3. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) 

 Pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul 

Amal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi 

juga membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

kualitas hidup masyarakat sekitar. Melalui optimalisasi aset 

negara, pesantren telah menginisiasi berbagai kegiatan produktif 

seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha tani, 

dan peternakan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan 

berbasis pesantren. Program-program ini secara langsung 

menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat 
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pengangguran lokal, dan mendorong masyarakat untuk lebih 

mandiri secara ekonomi. Selain itu, kehadiran pesantren sebagai 

pusat pembinaan spiritual dan sosial telah memperluas akses 

masyarakat terhadap layanan pendidikan dan pembinaan moral. 

Masyarakat sekitar yang sebelumnya memiliki keterbatasan 

dalam memperoleh pendidikan dan pembekalan keterampilan 

kini memiliki alternatif yang lebih dekat, terjangkau, dan 

bernuansa religius. Peningkatan akses ini tidak hanya mendukung 

kesejahteraan fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan 

harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. 

 Dari sudut pandang maqashid syariah, khususnya hifz al-

nafs, praktik ini mencerminkan bentuk nyata perlindungan 

terhadap jiwa manusia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan adalah bagian 

dari strategi syariah dalam menjaga eksistensi dan 

keberlangsungan hidup manusia secara bermartabat. Oleh karena 

itu, pemanfaatan aset negara dalam konteks ini tidak hanya legal 

secara hukum negara, tetapi juga sahih secara etika Islam karena 

berpihak pada pemeliharaan dan pemajuan martabat manusia. 

 

4. Hifz al-Aql (Menjaga Akal) 

 Pemanfaatan aset negara yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal telah memberikan kontribusi nyata 

terhadap penguatan fungsi pendidikan, khususnya dalam 

mengembangkan program pembelajaran yang lebih holistik dan 

berkelanjutan. Tambahan ruang dan sarana hasil dari skema sewa 

aset memungkinkan pesantren tidak hanya memperluas kapasitas 

fisiknya, tetapi juga meningkatkan kualitas proses Pendidikan 
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baik dalam bidang keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum 

dan keterampilan praktis. Fasilitas ini menjadi fondasi penting 

bagi integrasi antara ilmu-ilmu syar’i dengan sains dan teknologi, 

yang pada akhirnya membentuk peserta didik menjadi insan yang 

cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial. 

 Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini merupakan 

cerminan dari prinsip hifz al-aql (menjaga akal), yang 

menekankan pentingnya pengembangan dan perlindungan 

terhadap potensi intelektual manusia. Akses terhadap pendidikan 

yang memadai tidak hanya berperan dalam mencegah kebodohan, 

tetapi juga menjadi jalan untuk membangun generasi yang 

mampu berpikir kritis, berdaya saing tinggi, dan mampu memberi 

kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Dengan demikian, 

pemanfaatan aset negara oleh pesantren tidak hanya berdampak 

secara fisik, tetapi juga strategis dalam membangun kapasitas 

SDM yang unggul dan berakhlak. 

 

5. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) 

 Dalam kerangka hifz al-nasl (menjaga keturunan), 

pemanfaatan aset negara oleh Pondok Pesantren Darul Amal 

menjadi instrumen strategis dalam membentuk masa depan 

generasi muda yang lebih baik, tidak hanya dari sisi spiritual 

tetapi juga sosial-ekonomi. Pesantren tidak sekadar menjadi 

tempat transmisi nilai-nilai keislaman, tetapi juga pusat 

pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan karakter, 

pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. 

 Melalui penggunaan lahan negara secara produktif, 

pesantren mengembangkan kegiatan ekonomi mikro seperti 
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koperasi santri, pertanian terpadu, dan pelatihan kewirausahaan. 

Aktivitas ini memberi peluang kepada santri dan masyarakat 

sekitar untuk mandiri secara ekonomi sejak usia dini. Dengan 

dibekali keterampilan praktis dan etika kerja Islami, generasi 

muda tidak hanya disiapkan untuk dunia kerja, tetapi juga untuk 

menjadi pelaku ekonomi yang berintegritas. 

 Selain itu, pendidikan berbasis pesantren yang dikelola 

dengan dukungan aset negara memperkuat pembentukan 

keluarga dan masyarakat yang kokoh secara nilai dan 

kemampuan. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset negara 

mendukung perlindungan generasi mendatang dari kemiskinan, 

kebodohan, dan krisis moral. Maka, upaya ini sepenuhnya sejalan 

dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga dan 

memelihara keberlangsungan keturunan yang berkualitas, 

sejahtera, dan berdaya saing. 

C. Evaluasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN: Keberhasilan dan 

Tantangan 

1. Indikator keberhasilan pemanfaatan aset berdasarkan analisis 

dampak ekonomi 

Keberhasilan pemanfaatan aset negara oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal tercermin dari berbagai indikator. Pertama, 

adanya peningkatan produktivitas aset yang sebelumnya tidak 

termanfaatkan (idle asset). Tanah negara yang disewa telah diubah 

menjadi fasilitas pendidikan, pertanian produktif, serta pelatihan 

kewirausahaan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi 

pengeluaran negara (cost saving) karena tidak lagi menanggung 

biaya pemeliharaan. 
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Kedua, terjadi penguatan fungsi sosial dan keagamaan dari aset 

tersebut. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam, 

tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Masyarakat sekitar terlibat dalam berbagai program seperti 

koperasi, pelatihan keterampilan, dan kegiatan dakwah. 

Keberhasilan ini sejalan dengan prinsip hifz al-mal, hifz al-din, 

dan hifz al-nafs dalam maqashid syariah. 

Ketiga, dari sisi tata kelola, perjanjian sewa antara DJKN dan 

pesantren berjalan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan hukum 

positif dan syariah, mencerminkan aspek kepatuhan (compliance) 

yang tinggi dalam pengelolaan aset negara. 

2. Hambatan dalam pengelolaan aset negara melalui skema sewa 

Meskipun terdapat banyak keberhasilan, sejumlah tantangan 

tetap mengemuka dalam praktik di lapangan. Salah satu hambatan 

signifikan dalam pengelolaan aset negara oleh Pondok Pesantren 

Darul Amal adalah kondisi fisik lahan yang kurang ideal untuk 

kegiatan produktif. Lahan yang disewa memiliki kontur miring 

dan tidak rata, serta terletak di dekat aliran sungai, yang 

menyebabkan wilayah ini rentan terhadap banjir terutama saat 

musim penghujan tiba. Risiko banjir ini bukan sekadar 

mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berdampak langsung 

terhadap keberlangsungan program ekonomi yang dijalankan 

pesantren, khususnya pada sektor perikanan. Usaha budidaya ikan 

air tawar yang semula dirancang sebagai program pemberdayaan 

ekonomi mengalami risiko gagal panen yang tinggi akibat 

kerusakan kolam dan hanyutnya ikan saat banjir melanda. 

Kondisi ini mencerminkan pentingnya evaluasi aspek 

geospasial dan risiko bencana dalam perencanaan pemanfaatan 
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aset negara. Secara ekonomi, kerugian akibat gagal panen tidak 

hanya menurunkan potensi penerimaan pesantren, tetapi juga 

melemahkan motivasi masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam 

kegiatan tersebut. Secara administratif, tantangan ini 

menunjukkan bahwa dalam kebijakan pemanfaatan aset, perlu ada 

mitigasi risiko berbasis lingkungan sebagai bagian dari strategi 

tata kelola berkelanjutan. Perlu juga keterlibatan teknis dari pihak 

DJKN maupun instansi terkait, seperti Balai Besar Wilayah 

Sungai atau Dinas Pertanian dan Perikanan, guna merumuskan 

solusi jangka panjang seperti pembangunan sistem drainase, 

pemadatan kontur lahan, atau relokasi kegiatan usaha ke lahan 

yang lebih aman. Hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan 

pemanfaatan aset negara tidak hanya ditentukan oleh aspek legal 

dan administratif, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur fisik dan 

dukungan ekosistem pendukungnya. 

3. Saran dan rekomendasi untuk pengelolaan aset negara yang lebih 

efektif  

Pengelolaan aset negara, khususnya melalui skema sewa seperti 

yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darul Amal di Kota 

Metro, merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya tidak 

termanfaatkan secara maksimal. Namun, untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara, diperlukan 

beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi 

para pemangku kepentingan. 

a. Peningkatan Evaluasi Kinerja Aset Secara Berkala 

Evaluasi kinerja aset secara berkala sangat penting untuk 

memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal dan 
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memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengembangkan 

metode evaluasi kinerja portofolio aset yang mencakup 

berbagai indikator, seperti kepentingan umum, manfaat 

sosial, tingkat kepuasan pengguna, potensi penggunaan di 

masa depan, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi 

ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang memungkinkan 

pengolahan data secara efisien dan akurat. 

b. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Aset 

Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan, 

organisasi masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah 

dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara. 

Melalui kerja sama ini, aset negara dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, 

seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan 

pemberdayaan ekonomi. DJKN mendorong kolaborasi ini 

sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset 

negara 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Tesis dengan Judul 

“Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara 

dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Darul Amal Kota Metro)”, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Manfaat dan Dampak Ekonomi Pemanfaatan Aset Negara 

Pemanfaatan aset negara melalui skema sewa oleh Pondok 

Pesantren Darul Amal telah memberikan manfaat dan dampak 

ekonomi dan social yang cukup signifikan baik bagi negara, 

pesantren, maupun masyarakat sekitar. Melalui Pemanfaatan 

Aset, Negara memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP), Pajak Penghasilan (PPh) serta penghematan (cost 

saving) biaya pemeliharaan aset. Bagi pesantren, pemanfaatan 

aset mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi berbasis 

kemandirian. Sementara itu, masyarakat memperoleh manfaat 

berupa penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya aktivitas 

ekonomi lokal.  

Disamping manfaat ekonomi, Pemanfaatan Aset Negara secara 

Sewa oleh Ponpes Darul Amal telah menciptakan kegiatan 

produktif yang menggerakkan sektor pertanian, peternakan, 

perikanan, dan jasa pendidikan, yang berdampak pada 

peningkatan pendapatan pesantren dan masyarakat sekitar. 

Analisis Input-Output menunjukkan adanya efek pengganda 
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pada lima sektor ekonomi, dengan nilai output total mencapai 

lebih dari Rp2,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa aset negara 

yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal kini 

menjadi sumber daya produktif yang memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. 

2. Keselarasan pemanfaatan aset dengan prinsip Maqashid Syariah 

Pemanfaatan aset oleh pesantren ini selaras dengan lima prinsip 

dasar Maqashid Syariah, yaitu: 

 Hifz al-Mal : menjaga harta negara dari kemubaziran dengan 

cara memproduktifkan aset secara optimal. 

 Hifz al-Din : mendukung aktivitas pendidikan keislaman dan 

pembinaan spiritual masyarakat. 

 Hifz al-Nafs : meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui penyediaan lapangan kerja dan akses layanan sosial. 

 Hifz al-Aql : memperluas akses pendidikan dan keterampilan 

bagi santri dan masyarakat. 

 Hifz al-Nasl : mendukung keberlanjutan generasi melalui 

pendidikan moral dan pemberdayaan ekonomi keluarga. 

 

B. Rekomendasi 

1. Rekomendasi bagi pemerintah, pengelola aset, dan pondok 

pesantren 

 Pemerintah dalam hal ini DJKN, Kementerian Keuangan 

diharapkan terus mendorong kolaborasi pemanfaatan aset 

negara dengan lembaga berbasis masyarakat seperti pesantren, 

karena telah terbukti memberikan manfaat ekonomi dan sosial 

secara inklusif. 
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 Pentingnya memperhatikan faktor teknis dalam pemanfaatan 

aset negara seperti kondisi fisik lahan melalui penguatan 

infrastruktur dan mitigasi risiko lingkungan. 

 Pondok pesantren sebagai mitra pemanfaatan perlu 

mengembangkan manajemen usaha yang profesional dan 

akuntabel, serta mengedepankan transparansi dalam pelaporan 

penggunaan aset negara. 

2. Saran untuk penelitian lanjutan 

Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan studi ke 

pesantren-pesantren lain yang juga menjadi mitra pemanfaatan 

aset negara, agar diperoleh gambaran komparatif dan best 

practice dalam pengelolaan aset berbasis Maqashid Syariah. 

Penelitian kuantitatif dengan pengukuran dampak sosial secara 

longitudinal juga dapat memberikan insight yang lebih dalam. 

 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan geografis 

yang hanya berfokus pada satu pesantren, serta keterbatasan data 

historis ekonomi yang terdokumentasi secara rinci dari pihak mitra 

pemanfaatan. Selain itu, pendekatan Maqashid Syariah dalam 

penelitian ini lebih bersifat kualitatif-deskriptif, sehingga belum 

mencakup pengukuran indeks maqashid secara kuantitatif. Namun 

demikian, hasil penelitian ini tetap relevan sebagai dasar rekomendasi 

kebijakan dan rujukan akademik dalam kajian pengelolaan aset negara 

yang berlandaskan prinsip syariah. 
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